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MAHKAMAH AGUNG RI 
BADAN URUSAN ADMNISTRASI 

 
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI 

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI 
 

NOMOR  :         /Bua.1/SK/VII/2020 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RKA-K/L TA 2021 BAGI PENGADILAN 
TINGKAT PERTAMA DAN BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN 

 

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI 

 

Menimbang : a. Dengan ditetapkannya Pagu Indikatif Mahkamah Agung RI TA 

2021 melalui Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-

375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/pp.04.03/05/2020 

perihal Daftar Program Kementerian/lembaga TA 2021, Surat 

Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-

122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 

tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan 

Penganggaran (RSPP) dan Surat Direktur Jenderal Anggaran 

Nomor 1090/AG/2020 Tanggal 3 Juli 2020 tentang 

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Tahun Anggaran (TA) 2021 serta Surat Kepala Biro 

Perencanaan dan Organisasi Nomor 

157/Bua.1/OT.01.1/7/2020 Tanggal 2 Juli 2020 Perihal 

Penyampaian Pagu Indikatif TA 2021, perlu dilakukan 

penyusunan RKA-K/L pada Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Tingkat Banding. 
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  b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk memberikan panduan dalam penyusunan RKA-K/L TA 

2021 pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

khususnya Program Dukungan Manajemen sesuai dengan 

besaran Pagu Indikatif yang telah dibagikan, Kebijakan 

Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disepakati di 

Trilateral Meeting, Pedoman Redesain Sistem Perencanaan 

dan Penganggaran serta Petunjuk Teknis penggunaan 

Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran, perlu disusun Petunjuk 

Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021 bagi Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) 

Lingkungan Peradilan. 

  c.  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro 

Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 

2021 bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional; 

  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 

2024; 
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  6. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan 

Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang 

kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 

  10. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-

376/MK.02/2020; B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 

tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2021; 

  11. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri 

Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan 

B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman 

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran; 

  12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-

531/PB/2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun 

pada Bagan Akun Standar; 

  13. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-369/PB/2020 

tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Pandemi Corona 

Virus Desease 2019 (COVID19);  
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  14. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-308/PB/2020 

Hal Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada 

DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19. 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN 

ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH 

AGUNG RI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RKA-

K/L TA 2021 BAGI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN 

BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN 

PERTAMA : Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021 ini merupakan 

pedoman bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

dalam menyusun RKA-K/L TA 2021 khususnya pada Program 

Dukungan Manajemen. 

KEDUA : Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021 bagi Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding bertujuan untuk:  

1. menyempurnakan rencana kerja dan anggaran terhadap 

kebijakan perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung 

sebagaimana hasil Trilateral Meeting, Redesain Sistem 

Perencanaan dan Penganggaran, penerapan Bagan Akun 

Standar (BAS) dan penerapan pendekatan Kerangka 

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM); 

2. menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap 

target kinerja yang telah ditetapkan; 

3. meminimalisasi permasalahan dalam penelaahan Kertas Kerja 

RKA-K/L, pelaksanaan kegiatan, proses realisasi anggaran 

maupun terkait pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) mengamanatkan kewajiban setiap 

Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen penganggaran sebagai bagian dari 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 

Sehubungan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-

376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tentang Pagu Indikatif K/L 

Tahun 2021 dan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan 

B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem 

Perencanaan dan Penganggaran serta kebijakan dan penganggaran Mahkamah 

Agung di TA 2021, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Petunjuk Teknis 

Penyusunan RKA-K/L TA 2021. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran pada Mahkamah Agung TA 2021 sebagai acuan atau pedoman 

perencanaan dan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran TA 2021 bagi 

seluruh satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung. 

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran pada Mahkamah Agung TA 2021 adalah untuk: 

4. menyempurnakan Rencana Kerja Anggaran terhadap kebijakan perencanaan dan 

penganggaran Mahkamah Agung sebagaimana hasil Trilateral Meeting, Redesain 

Sistem Perencanaan dan Penganggaran, penerapan Bagan Akun Standar (BAS) 

dan penerapan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM); 

5. menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap target kinerja yang 

telah ditetapkan; 

6. meminimalisasi permasalahan dalam penelaahan Kertas Kerja RKA-K/L, 

pelaksanaan kegiatan, proses realisasi anggaran maupun terkait pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku. 
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C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021 ini adalah  

1. Mengatur tentang arah dan kebijakan rencana kerja anggaran TA 2021 pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya; 

2. Mengatur tentang mekanisme penyusunan rencana kerja anggaran TA 2021 pada 

di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, khususnya pada 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. 

 

D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja Dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024; 

6. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika Tahun 2020-2024; 

7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, 

Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2020; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang kebijakan 

Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan 

Barang Milik Negara; 
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11. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 

dan Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.02/2020; 

B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2021; 

12. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala 

Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan 

B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem 

Perencanaan dan Penganggaran; 

13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 tentang 

Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; 

14. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran 

Akun Dalam Rangka Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID19);  

15. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 Hal Penegasan 

Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat 

COVID 19. 
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BAB II 

MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN 

 

A. Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran TA 2021 

A.1. Pagu Indikatif TA 2021 

Pagu Indikatif Mahkamah Agung TA 2021 telah ditetapkan melalui Surat Bersama 

Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.02/2020; 

B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2021, dengan 

alokasi per program dan per unit eselon I sebagai berikut: 

Program 

SB Pagu Indikatif 2021 
(dalam Rp. Miliar) 

OPS NOP Jumlah 

    

Program Dukungan Manajemen 8.764,9 1.476,4 10.241,3 

Badan Urusan Administrasi 8.684,6 1.301,2 9.985,8 

Badan Pengawasan 23,8 37,0 60,8 

Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
Hukum dan Peradilan 

56,5 138,2 194,7 

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 245,9 157,6 403,5 

Kepaniteraan 157,6 17,6 175,2 

Badan Peradilan Agama 32,4 43,4 75,8 

Badan Peradilan Umum 38,7 82,3 121,0 

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negera 17,2 14,3 31,5 

Total 9.010,8 1.633,9 10.644,8 

 

A.2. Prioritas Nasional 

Berdasarkan RPJMN TA 2020 - 2024 dan RKP TA 2021, Mahkamah Agung 

mendapatkan mandat untuk melaksanakan kegiatan/output prioritas nasional sebagai 

berikut: 

PROGRAM/KEGIATAN 
2021 (dalam Rp. Miliar) 

TARGET ALOKASI 

Program Dukungan Manajemen  17.960 

Peningkatan fungsi SPPT TI di Pengadilan 
33,5% 

(283 pengadilan) 
2.200 

Pengembangan prosedur beracara secara 
elektronik di pengadilan (e- court) 

1 konsep 1.000 

Peningkatan Zona Integritas Wilayah I 
  223/282 satker 

(79%) 
1.830 

 

Peningkatan Zona Integritas Wilayah II 201/271 satker 1.210 
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PROGRAM/KEGIATAN 
2021 (dalam Rp. Miliar) 

TARGET ALOKASI 

(74%) 

Peningkatan Zona Integritas Wilayah III 
224/247 satker 

(90,6%) 
2.160 

Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV 
110/110 satker 

(100%) 
1.360 

Diklat Sertifikasi Hakim Niaga      40 orang 900 

Diklat Sertifikasi Hakim Mediator 160 orang 2.100 

Diklat Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung 160 orang 2.100 

Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA 160 orang 2.100 

Penyusunan Grand Design Penguatan Kelembagaan 
Jurusita 

1 konsep 500 

Pengembangan Kebijakan MA terkait mekanisme 
pemeriksaan sidang hak uji materiil 

1 dokumen 500 

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  68.434 

Layanan Pos Bantuan Hukum TBD 10.900 

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui 
Sidang diluar Gedung Pengadilan 

TBD 6.200 

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui 
Pembebasan Biaya Perkara 

TBD 800 

Bimtek  penanganan perkara berbasis keadilan 
restoratif di Mahkamah Agung 

TBD 2.100 

Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang 
diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 

TBD 6.000 

Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang 
diselesaikan melalui sidang diluar gedung 

TBD 11.700 

Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan 
Agama 

TBD 28.000 

Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang 
diselesaikan melalui Sidang Terpadu 

TBD 1.700 

Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang 
Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara 

TBD 44 

Pos Bantuan Hukum TBD 990 

 

A.3. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) 

Menidaklanjuti hasil pengamatan dan evaluasi penerapan kebijakan sistem 

perencanaan dan penganggaran melalui Arsitektur Data Informasi Kinerja (ADIK) dan 

sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran (Aplikasi KRISNA), ditemukan 

kendala-kendala sebagai berikut: 

a. Perbedaan antara Program yang digunakan di dalam dokumen perencanaan dan 

dokumen penganggran, sehingga sulit untuk dikonsolidasikan; 

b. Rumusan nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program tidak terlihat 

dan bersifat normatif; 

c. Publik sulit untuk memahami Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam 

dokumen perencanaan dan penganggaran; 
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d. Mengingat masing-masing satuan kerja harus mengusulkan output untuk 

menunjukkan keberadaannya, hal tersebut berdampak pada banyaknya output-

output kecil yang tidak riil dan sebagian bukan merupakan produk final yang 

diterima oleh masyarakat di luar Kementerian/Lembaga tersebut. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, telah ditetapkan Surat Edaran Bersama 

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri 

Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang 

Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, yang 

menyederhanakan 8 (delapan) program yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung 

menjadi 2 (dua) program sebagaimana telah terimplementasi penetapan Pagu Indikatif 

TA 2021. 

Selain penyederhanaan program, dampak dari RSPP ini adalah penyesuaian 

nomenklatur output menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output 

(RO). 

Manfaat penerapan RSPP ini adalah: 

a. Terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara Program, Kegiatan, Output dan 

Outcome; 

b. Terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mencapai sasaran 

kinerja; 

c. Terwujudnya efisiensi belanja secara lebih optimal; 

d. Terwujudnya integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat 

mendukung singkronisasi perencanaan dan penganggaran; 

e. Terwujudnya Nomenklatur Program, Kegiatan dan Output yang mencerminkan real 

work (eye catching). 

Implikasi dari penerapan RSPP: 

a. Program tidak lagi mencerminkan tugas UKE I, tetapi lebih mencerminkan tugas 

fungsi K/L;  

b. Outcome mencerminkan hasil kerja Program yang ingin dicapai secara Nasional. 

Bagi Program lintas K/L atau lintas UKE I, maka rumusan Sasaran Program dan 

Indikator dapat dirumuskan sesuai dengan tusi dan kontribusinya; 

c. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan UKE II atau Satker 

vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit 

untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran; 
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d. Keluaran harus mencerminkan “real work” atau “eye cathing” merupakan produk 

akhir dari pelaksanaan kegiatan dengan rumusan KRO dan RO. 

Definisi dan Ruang Lingkup:  

a. Program Generik, yaitu Program Dukungan Manajemen merupakan penggabungan 

dari beberapa program: 

- Program Dukungan Manajemen Teknis K/L; 

- Program Pengawasan Aparatur K/L; 

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana K/L; 

- Program Pendidikan dan Pelatihan. 

b. Program Teknis, didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional 

berdasarkan RPJMN 2020-2024, bersifat lintas K/L. 

Berikut adalah daftar penyesuaian program, KRO dan RO untuk Mahkamah Agung 

dan Satuan Kerja dibawahnya sebagai dampak dari penerapan RSPP: 

Program Jenis KRO No. 
Kode 
KRO 

KRO Satuan 

Program 
Dukungan 
Manajemen  

Dukungan 
Manajemen 
Internal 

192 EAA Layanan Pekantoran Layanan 

193 EAB Layanan Perencanaan dan 
Penganggaran Internal 

Layanan 

194 EAC Layanan Umum Layanan 

195 EAD Layanan Sarana Internal Unit 

196 EAE Layanan Prasarana Internal Unit 

197 EAF Layanan SDM Orang 

198 EAG Layanan Hukum Layanan 

199 EAH Layanan Organisasi dan Tata 
Kelola Internal 

Layanan 

200 EAI Layanan Kehumasan dan 
Protokol 

Layanan 

201 EAJ Layanan Data dan Informasi Layanan 

202 EAK Layanan Pengawasan Internal Layanan 

203 EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi 
Internal 

Layanan 

204 EAM Layanan Pendidikan dan 
Pelatihan Internal  

Orang 

Program 
Penegakan 
dan 
Pelayanan 
Hukum 

Layanan 
Bantuan 
Hukum 

61 BBA Layanan Bantuan Hukum 
Perseorangan 

Orang 

62 BBB Layanan Bantuan Hukum 
Lembaga 

Institusi 

63 BBC Layanan Bantuan Hukum 
Kelompok Masyarakat 

Kelompok 
Masyarakat 

64 BBD Layanan Bantuan Hukum Badan 
Usaha 

Badan 
Usaha 

65 BCA Perkara Hukum Perseorangan Perkara 

66 BCB Perkara Hukum Lembaga Perkara 
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Program Jenis KRO No. 
Kode 
KRO 

KRO Satuan 

Penanganan 
Perkara 
Hukum 

67 BCC Perkara Hukum Kelompok 
Masyarakat 

Perkara 

68 BCD Perkara Hukum Badan Usaha  Perkara 

 

A.4. Kebijakan Rencana Kerja Mahkamah Agung 

Penyusunan rencana kerja dan anggaran TA 2021 merupakan kelanjutan dari rencana 

kerja TA 2020 sebagaimana telah menjadi ketetapan dalam Kerangka Pengeluaran 

Jangka Menengah dan Renstra Mahkamah Agung TA 2020 sd 2024, dengan 

kebijakan sebagai berikut: 

1. Mengamankan alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang tertunda karena 

pemotongan anggaran di TA 2020;  

2. Melanjutkan pengadaan sarana dan prasarana sidang elektronik (e-Court dan e-

Litigasi); 

3. Melanjutkan pembangunan gedung kantor pada 85 pengadilan baru;  

4. Melanjutkan rencana aksi untuk mendukung pemenuhan target Peringkat 

Kemudahan Berusaha; 

5. Melanjutkan pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi ASN; 

6. Melanjutkan pembangunan/rehabilitasi Gedung Kantor dengan status Kontruksi 

Dalam Pengerjaan; 

7. Melanjutkan pemenuhan Fasilitas Sewa Rumah Dinas dan Transportasi Hakim 

melalui Standar Biaya Masukan Lainnya; 

8. Melanjutkan penanganan Pandemi Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung 

dan Peradilan; 

9. Pelayanan peradilan kepada para penyandang disabilitas; 

10. Penanganan Perkara berdasarkan Restoratif Justice; 

11. Perumusan kebijakan dalam rangka upaya reformasi sistem eksekusi perdata. 

 

B. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Tingkat Banding 

Dalam rangka menyusun RKA-K/L Pagu Indikatif TA 2021 sebagaimana SEB Pagu 

Indikatif, alokasi pagu terbagi pada 2 (dua) program yaitu Program Dukungan 

Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Kegiatan 

sebagai berikut: 

Kegiatan pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum: 

1. Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung; 
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2. Pengelolaan Manajemen Peradilan Umum; 

3. Penyelesaian Perkara Peradilan Umum; 

4. Pengelolaan Manajemen Peradilan Agama; 

5. Penyelesaian Perkara Peradilan Agama; 

6. Pengelolaan Manajemen Peradilan Militer; 

7. Penyelesaian Perkara Peradilan Militer; 

8. Pengelolaan Manajemen Peradilan TUN; 

9. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN. 

Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen: 

1. Pengelolaan Hukum, Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat; 

2. Pengelolaan SDM; 

3. Pengelolaan Perencanaan dan Organisasi; 

4. Pengelolaan Keuangan; 

5. Pengelolaan Pelayanan Pimpinan; 

6. Pengelolaan Aset; 

7. Pengelolaan Rumah Tangga dan Pengadaan Aset; 

8. Tata Kelola Kesekretariatan; 

9. Tata Kelola Kesekretariatan Satker Daerah; 

10. Pendidikan dan Pelatihan SDM; 

11. Penelitian dan Pengembangan; 

12. Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal. 

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA-KL melalui aplikasi SAKTI 

adalah: 

1. Daftar Alokasi Anggaran pada masing-masing Pengadilan yang telah ditetapkan 

dalam pagunya melalui Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor 

157/Bua.1/OT.01.1/7/2020 Tanggal 2 Juli 2020 Perihal Penyampaian Pagu 

Indikatif TA 2021; 

2. Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021; 

3. Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran; 

4. Manual penggunaan aplikasi SAKTI Modul Penganggaran; 

5. Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan/atau estimasi; 

6. Memasukkan rincian perkiraan maju Kerangka Pengeluaan Jangka Menengah 

(KPJM); 

7. Mengisi estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

8. Memperhatikan update realisasi belanja pegawai melalui aplikasi GPP; 
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9. Memasukkan perkiraan penarikan anggaran per bulan, per jenis belanja;  

10. Aturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah penganggran lainnya yang 

berlaku. 

 

B.1. Struktur RKA-K/L TA 2021 pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding 

Untuk penyusunan RKA-K/L Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, 

sebagaimana pedoman RSPP, Program, Kegiatan, KRO, RO dan Komponen serta 

Sub Komponen di bawah Unit Badan Urusan Administrasi, yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

005.WA Program Dukungan Manajemen  

1066 Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 

Badan Urusan Administrasi 

EAA KRO LAYANAN PERKANTORAN  

EAA.001 RO Layanan Perkantoran  

001 Komponen Gaji dan Tunjangan  

Secara garis besar belanja pegawai terbagi atas 3 (tiga) pos belanja, yaitu:  

(1) Gaji dan tunjangan (kelompok akun 5111); 

(2) Honorarium, vakasi, lembur, dll (kelompok akun 5121); dan  

(3) Kontribusi sosial (kelompok akun 5131).  

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan 

kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima 

berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan seperti tunjangan 

keluarga, tunjangan beras, tunjangan struktural dan fungsional, serta tunjangan 

lainnya bagi aparatur negara (baik di dalam maupun luar negeri).  

Kebijakan Mahkamah Agung terhadap belanja pegawai, karena keterbatasan 

anggaran dan mengamankan pembayaran gaji dan tunjangan, untuk Belanja Uang 

Lembur di TA 2021 tidak bisa dialokasikan. 

Data kebutuhan belanja pegawai dihitung berdasarkan realisasi belanja pegawai 

melalui restore backup aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP) terakhir. 

Update kebutuhan belanja pegawai di aplikasi SAKTI dilakukan melalui menu 

Penganggaran → Pegawai → Restore Data Aplikasi GPP → Upload ADK Pegawai 

→ Cari File → Proses Upload. 

https://ma.kl.krisna.systems/renjakl/2021/renjakl-v2-main
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Berikut adalah akun-akun yang akan digunakan dalam penyusunan kebutuhan 

belanja pegawai pada Komponen 001 Gaji dan Tunjangan. 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 

Digunakan untuk mencatat pembayaran 
gaji pokok PNS. 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji 
ke-13 dan Gaji ke-14.  

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS  

Digunakan untuk mencatat pengeluaran 
pembayaran pembulatan gaji pokok PNS. 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji 
ke-13 dan Gaji ke-14.  

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran 
pembayaran tunjangan suami/istri PNS. 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji 
ke-13 dan Gaji ke-14.  

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran 
pembayaran tunjangan anak PNS. 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji 
ke-13 dan Gaji ke-14.  

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran 
pembayaran tunjangan struktural PNS. 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji 
ke-13 dan Gaji ke-14.  

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran 
pembayaran tunjangan PPh PNS. 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji 
ke-13 dan Gaji ke-14.  

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran 
pembayaran tunjangan PPh PNS. 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji 
ke-13 dan Gaji ke-14.  

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran 
pembayaran tunjangan beras berbentuk 
uang maupun natura. 

Cukup Jelas 

511129 Belanja Uang Makan PNS 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran 
pembayaran tunjangan uang makan PNS. 

Cukup Jelas 

511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 

Digunakan untuk mencatat pembayaran 
tunjangan khusus PNS Papua. 

Cukup Jelas 

511147 Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk 
Uang Duka PNS 

Digunakan untuk mencatat pembayaran 
tunjangan Lain lain termasuk uang duka 
PNS dalam dan Luar Negeri. 

Dengan adanya PP 70/2015, Uang 
Duka Wafat (UDW) dan Uang Duka 
Tewas (Uang Duka Tewas) tidak lagi 
dibayarkan oleh KPPN, tapi dibayarkan 
oleh PT Taspen satu paket dengan 
layanan Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) 
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 

Digunakan untuk mencatat pembayaran 
tunjangan umum/tambahan tunjangan 
umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri 
sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 
2006. 

Cukup Jelas 

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 

Digunakan untuk mencatat Belanja 
Tunjangan Kemahalan Hakim. 

Tunjangan kemahalan disesuaikan 
dengan zona masing-masing bagi 
hakim karir berdasarkan PP 74 Tahun 
2016 dan Surat Edaran direktorat 
jenderal perbendaharaan Kemenkeu 
Nomor SE-31/PB/2017 

511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 

Digunakan untuk mencatat Belanja 
Tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai dengan 
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 
tentang Hak dan Fasilitas Hakim Ad Hoc 
dan SE Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-
6/PB/2013 tentang Besaran Tunjangan 
Hakim Ad Hoc. 

1. Tunjangan Hakim Ad Hoc sudah 
termasuk pajak penghasilan, 
sehingga tidak diperkenankan 
memasukan tunjangan PPh Hakim 
Ad Hoc. 

2. Dialokasikan tunjangan ke-13  

3. Hakim Ad Hoc diberikan uang 
penghargaan pada akhir masa 
jabatan. Uang penghargaan 
dialokasikan 2 (dua) kali besaran 
tunjangan. Dalam hal Hakim Ad Hoc 
tidak dapat menyelesaikan masa 
jabatan, pemberian uang 
penghargaan dilakukan 
berdasarkan perhitungan masa 
kerja jabatan. 

4. Dalam melakukan input data 
tunjangan hakim ad hoc dilakukan 
secara manual dan harus selalu di 
update dikarenakan tidak melekat 
pada aplikasi GPP. 

511224 Belanja Tunjangan Fungsional 
TNI/POLRI 

Digunakan untuk mencatat pembayaran 
tunjangan fungsional TNI/POLRI. 

Cukup Jelas 

511225 Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI 

Digunakan untuk mencatat pembayaran 
tunjangan PPh TNI/POLRI. 

Cukup Jelas 

 

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa habis pakai 

yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional satuan kerja 

dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. 
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Untuk pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor tersebut, 

dialokasikan pada sub komponen sebagai berikut: 

 

A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL 

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 

Digunakan untuk mencatat pembiayaan 
keperluan sehari-hari perkantoran yang 
secara langsung menunjang kegiatan 
operasional K/L, namun tidak 
menghasilkan barang persediaan yang 
terdiri antara lain: 

1. Satuan biaya yang dikaitkan dengan 
jumlah pegawai yaitu langganan surat 
kabar/ berita/ majalah, biaya minum/ 
makanan kecil untuk rapat, biaya 
penerimaan tamu. 

2. Satuan biaya yang tidak dikaitkan 
dengan jumlah pegawai antara lain 
biaya satpam/pengaman kantor, 
cleaning service, sopir, tenaga lepas 
(yang dipekerjakan secara kontraktual), 
telex, internet, komunikasi khusus 
diplomat, pengurusan penggantian 
sertifikat tanah yang hilang, 
pembayaran PBB. 

3. Digunakan untuk mencatat membiayai 
pengadaan/ penggantian  inventaris 
yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan administrasi kantor/ 
satker di bawah nilai kapitalisasi. 

1. Kebutuhan beban pembayaran PBB 
untuk rumah dinas yang berpenghuni 
dibebankan kepada Penghuni, untuk 
rumah dinas yang tidak berpenghuni, 
dibebankan pada DIPA (Permen PU 
Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Teknis Pengadaan, 
Pendaftaran, Penetapan Status, 
Penghunian, Pengalihan Status dan 
Pengalihan Hak Atas Rumah). 

2. Jumlah tenaga honorer 
(satpam/supir/pramubakti) tidak 
boleh melebihi dari alokasi TA 2020.  

3. Biaya penjilidan bukan untuk 
pelaksanaan kegiatan yang 
berhubungan dengan penanganan 
perkara 

4. Pengadaan air minum pegawai dan 
pengunjung sidang 

521119 
 

Belanja Barang Operasional Lainnya 

Digunakan untuk mengalokasikan 
pengadaan barang yang tidak dapat 
ditampung dalam akun 521111, 521112, 
521113, 521114, 521115 dalam rangka 
kegiatan operasional satker dan tidak 
menghasilkan barang persediaan. 

Belanja barang yang tidak menghasilkan 
barang persedian dan nilainya kurang 
dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).  

521811 Belanja Barang Persediaan Barang 
Konsumsi 

Digunakan untuk mencatat belanja barang 
yang menghasilkan persediaan berupa 
barang konsumsi, seperti: 

1. ATK (Alat tulis kantor) 
2. Bahan cetakan 
3. Alat-alat rumah tangga 
4. Dll  

Cukup Jelas 
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B. Langganan Daya dan Jasa 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 

Digunakan untuk mencatat membiayai 
keperluan sehari-hari perkantoran yang 
secara langsung menunjang kegiatan 
operasional K/L, namun tidak 
menghasilkan barang persediaan yang 
terdiri antara lain: 

1. Satuan biaya yang dikaitkan dengan 
jumlah pegawai yaitu langganan surat 
kabar/ berita/ majalah, biaya minum/ 
makanan kecil untuk rapat, biaya 
penerimaan tamu. 

2. Satuan biaya yang tidak dikaitkan 
dengan jumlah pegawai antara lain 
biaya satpam/pengaman kantor, 
cleaning service, sopir, tenaga lepas 
(yang dipekerjakan secara kontraktual), 
telex, internet, komunikasi khusus 
diplomat, pengurusan penggantian 
sertifikat tanah yang hilang, 
pembayaran PBB. 

3. Digunakan untuk mencatat 
pengadaan/penggantian  inventaris 
yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan administrasi 
kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. 

1. Akun ini dipergunakan untuk 
mengalokasikan:  

a. Langganan lisensi antivirus yang 
masa berlakunya maksimal  
sampai dengan 12 (dua belas) 
bulan. 

b. Langganan internet/bandwidth 
menggunakan jasa 
telekomunikasi bersifat dedicated 
dengan ketentuan untuk 
Pengadilan Tingkat Banding 
serendah-rendahnya 25 Mbps 
dan Pengadilan Tingkat Pertama 
serendah-rendahnya 50 Mbps 
dan/atau menyesuaikan kapasitas 
maksimum yang tersedia pada 
wilayah masing-masing. 

c. Langganan Lisensi Video 
Conference yang masa 
berlakunya maksimal sampai 
dengan 12 (dua belas) bulan 

2. Tidak diperbolehkan mengalokasikan 
langganan TV kabel. 

 

 

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 
Pusat 

Pengeluaran untuk membiayai 
Pengiriman surat menyurat dalam rangka 
kedinasan. 

Pengiriman surat dinas pada kegiatan ini 
dipergunakan untuk pengiriman surat 
yang bersifat non teknis 
(kesekretariatan). 

522111 Belanja Langganan Listrik 

Digunakan untuk pembayaran langganan 
daya listrik termasuk untuk pembayaran 
denda keterlambatan. 

Anggaran langganan listrik tidak boleh 
digeser/revisi. 

522112 Belanja Langganan Telepon 

Digunakan untuk pembayaran langganan 
daya telepon termasuk untuk pembayaran 
denda keterlambatan. 

Cukup jelas. 

 
                                                          

 

522113 Belanja Langganan Air 

Digunakan untuk pembayaran langganan 
air termasuk untuk pembayaran denda 
keterlambatan. 

Digunakan untuk pembayaran 
langgaran air dan/atau pembelian air 
tangki.  
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

522141 Belanja Sewa 

Digunakan untuk pembayaran sewa 
(misalnya sewa kantor/gedung/ ruangan 
atau sewa lainnya). 

1. Sewa Gedung Kantor 

Digunakan untuk sewa gedung 
kantor apabila satker tersebut dalam 
proses pembangunan/ renovasi 
(tidak memungkinkan operasional 
perkantoran) dan satker baru yang 
belum memiliki gedung kantor. 

2. Sewa Mesin Fotocopy  

dialokasikan pada Pengadilan 
Tingkat Banding untuk Pengadilan 
Tingkat Pertama selama 12 bulan. 

3. Sewa Rumah Dinas Hakim/Hakim Ad 
Hoc 

dialokasikan pada Pengadilan 
Tingkat Banding dan Pengadilan 
Tingkat Pertama dengan volume 
menyesuaikan pada jumlah hakim 
yang ada. 

 

C. Pemeliharaan Kantor 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung 
dan Bangunan 

- Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan 
yang dilaksanakan sesuai dengan 
Standar Biaya Masukan, dalam rangka 
mempertahankan gedung dan 
bangunan kantor dengan tingkat 
kerusakan kurang dari atau sampai 
dengan 2%; dan 

- Pemeliharaan/perawatan 
halaman/taman gedung/kantor agar 
berada dalam kondisi normal (tidak 
memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap 
gedung dan bangunan). 

Akun ini dipergunakan untuk: 

1. Pemeliharaan Gedung Kantor 

Pemeliharaan Gedung Kantor sudah 
termasuk dengan pemeliharaan 
jaringan (listrik, internet, telepon), 
wallpaper. 

2. Pemeliharaan Halaman Kantor 

3. Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor 

4. Pemeliharaan Pos Jaga 

5. Pemeliharaan Rumah Genset 

Catatan: 

Volume gedung dan bangunan yang 
diinput pada aplikasi SAKTI, harus 
sesuai dengan volume dalam SIMAK 
BMN/SIMAN. 

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung 
dan Bangunan Lainnya 

Digunakan untuk pemeliharaan rumah 
dinas dan rumah jabatan yang erat 
kaitannya dengan pelaksanaan tugas para 
pejabat seperti istana negara, rumah 
Jabatan Menteri/Gubernur/Bupati/ 
Walikota/Mahkamah Agung/Ketua 
Pengadilan Negeri/Pengadilan 

Akun ini digunakan untuk: 

1. Pemeliharaan Rumah Dinas 

2. Pemeliharaan Mess 

Catatan:  

1. Sepanjang anggaran tersedia, Satker 
dapat mengalokasikan anggaran 
untuk pemeliharaan rumah dinas 
atau mess yang ditempati oleh 
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan 
Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua 
Lembaga Non Kementerian/ 
TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua 
Kementerian/Lembaga Non Kementerian, 
termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah 
dengan Gedung Kantor/Gedung 
Kesenian, Art Center/Gedung Museum 
beserta isinya termasuk taman, pagar 
agar berada dalam kondisi normal. 

pegawai/hakim dan aset tersebut 
tercatat dalam SIMAK BMN/SIMAN  

2. Pembayaran langganan daya dan jasa 
merupakan kewajiban penghuni rumah 
dinas sebagaimana diatur dalam  
Permen PU Nomor 22 tahun 2008 
tentang Pedoman Teknis Pengadaan, 
Pendaftaran, Penetapan Status, 
Penghunian, Pengalihan Status, Dan 
Pengalihan Hak Atas Rumah Negara 
BAB IV PENGHUNIAN RUMAH 
NEGARA Romawi IV.1. 

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin 

Digunakan untuk pemeliharaan/perbaikan 
untuk mempertahankan peralatan dan 
mesin agar berada dalam kondisi normal 
yang tidak memenuhi syarat kriteria 
kapitalisasi aset tetap peralatan dan 
mesin. 

Akun ini dipergunakan untuk: 

1. Pemeliharaan Personal Komputer 
(PC) dan atau Notebook (Laptop) 

2. Pemeliharaan Printer 

3. Pemeliharaan Air Conditioner (AC) 

4. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 

5. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 

6. Pemeliharaan Genset 

7. Pemeliharaan Lift 

8. Pemeliharaan pompa air 

9. Pemeliharaan Inventaris Kantor 

10. Bahan Bakar Genset. 

11. Bahan bakar kendaraan sewa, 
jika dari Penyedia tidak memberikan 
voucher bahan bakar 

Untuk kendaraan roda 4 dan 2 yang 
diperoleh dari pinjam pakai dan/atau 
hibah, dapat dialokasikan 
pemeliharaannya dengan didukung oleh 
BAST dan sudah tercatat di SIMAK BMN 
dan/atau disahkan oleh Kementerian 
Keuangan. 

Sebagai referensi, berikut disampaikan nilai kapitalisasi BMN menurut PMK Nomor 

181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi BMN: 

a) Sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk :  

1) Peralatan dan mesin; atau 

2) Aset tetap renovasi peralatan dan mesin. 

b) Sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 

untuk : 

1) Gedung dan bangunan; atau 

2) Aset tetap renovasi gedung dan bangunan 
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D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

521115 Belanja Honor Operasional Satuan 
Kerja 

Honor tidak tetap yang digunakan untuk 
kegiatan yang terkait dengan 
operasional kegiatan seperti, honor 
pejabat kuasa pengguna anggaran, 
honor pejabat pembuat komitmen, 
honor pejabat penguji SPP dan 
penanda tangan SPM, Honor 
Bendahara Pengeluaran/Pemegang 
Uang Muka, Honor Staf Pengelola 
Keuangan, Honor Pengelola PNBP, 
honor Tim SAI (Pengelola SAK dan 
SIMAK-BMN).  

 

Catatan: 

1. Jumlah staf pengelola keuangan 
maksimal 2 (dua) orang. 

2. Besaran honor KPA, PPK dan 
PPSPM disesuaikan dengan Surat 
Sekretaris Mahkamah Agung 
Nomor 100/SEK/OT.01.3/03/2017 
tentang Kebijakan Standarisasi 
Biaya Terkait Honorarium KPA, 
PPK dan PPSPM  

3. Honor Pengelola SAI hanya boleh 
dialokasikan pada Pengadilan 
Tingkat Banding yang ditunjuk 
sebagai Korwil, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. Maksimal jumlah pengelola 
adalah 2 (dua) orang, yakni 
untuk Pengelola SAIBA dan 
Pengelola SIMAK. 

b. Besaran honorarium maksimal 
sebesar Rp 300.000 (tiga ratus 
ribu rupiah) per bulan.  

4. Honor Pengelola Penerimaan 
PNBP. 

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan 
pada sub komponen A 

 

Digunakan untuk Pengadaan Pakaian 
Dinas yang diperuntukan: 

1. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim 

2. Pakaian Kerja Pegawai Tidak 
Tetap (Satpam, Pramubakti/ 
Cleaning Service dan Pengemudi) 

E. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:  

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan 
pada sub komponen A. 

Akun ini digunakan untuk: 

- Konsumsi 

- Bahan/Spanduk/Dokumentasi. 
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

522191 

 

Belanja Jasa Lainnya 

Digunakan untuk pembayaran jasa 
yang tidak bisa ditampung pada 
kelompok 52211, 52212, 52213, 52214, 
dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa 
yang membutuhkan kemampuan 
tertentu yang mengutamakan 
keterampilan (skillware) dalam suatu 
sistem tata kelola yang telah dikenal 
luas di dunia usaha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Akun ini jika diperlukan bisa digunakan 
untuk pembiayaan 
rohaniawan/penterjemah dll. 

 

F. Rapat Koordinasi Internal 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:  

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan 
pada sub komponen A. 

Akun ini digunakan untuk: 

- Konsumsi 

- Bahan/Spanduk/Dokumentasi  

G. Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:  

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 

Digunakan untuk mencatat pengakuan 
beban atas perjalanan dinas jabatan yang 
melewati batas kota dan perjalanan dinas 
pindah sesuai dengan PMK yang 
mengatur mengenai perjalanan dinas 
dalam negeri bagi pejabat negara, 
pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. 

Perjalanan dinas jabatan yang melewati 
batas kota meliputi: 

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang 
melekat pada jabatan; 

2. Pengumandahan (detasering); 

3. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 

4. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan 
Pegawai Negeri atau menghadap 
seorang dokter penguji kesehatan; 

5. Memperoleh pengobatan; 

6. Mendapatkan pengobatan 
berdasarkan keputusan Majelis Penguji 
Kesehatan Pegawai Negeri; 

PMK 113 Tahun 2012 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan 
Pegawai Tidak Tetap 
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

7. Mengikuti pendidikan setara 
Diploma/S1/S2/S3; 

8. Mengikuti diklat. 

9. Menjemput/mengantarkan ke tempat 
pemakaman jenazah Pejabat Negara/ 
Pegawai Negeri yang meninggal dunia 
dalam melakukan perjalanan dinas. 

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Digunakan untuk mencatat perjalanan 
dinas yang dilaksanakan di dalam kota, 
sebagimana diatur dalam PMK No 113 
Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas 

Pejabat atau pegawai yang 
menggunakan kendaraan dinas untuk 
melaksanakan tugas perjalanan dinas 
dalam kota tidak diberikan uang 
transportasi. 

 

H. Pembinaan/Rapat Koordinasi Pada Tingkat Banding  

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan 
pada sub komponen A 

Akun ini digunakan untuk: 

- Konsumsi 

- Bahan/Spanduk/Dokumentasi  

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan 
pada sub komponen G  

Cukup jelas. 

 

I. KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan 
pada sub komponen G 

Sepanjang anggaran tersedia dapat 
digunakan untuk konsultasi bagi 
Pengadilan Tingkat Pertama ke 
Pengadilan Tingkat Banding. 

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan 
pada sub komponen G  

Pejabat atau pegawai yang 
menggunakan kendaraan dinas untuk 
melaksanakan tugas perjalanan dinas 
dalam kota tidak diberikan uang 
transportasi. 
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J. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan 
pada sub komponen A. 

- Kewajiban ini diperuntukan kepada 
satker yang telah ditentukan (terlampir) 

- Dipergunakan untuk test narkoba 

 

K. Penanganan COVID 19 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

521131 Belanja Barang Operasional – 
Penanganan Pandemi COVID-19 

Digunakan untuk mencatat Belanja 
Barang Operasional dalam rangka 
Penanganan COVID-19 dan yang 
memiliki masa manfaat kurang dari satu 
tahun serta harga satuannya tidak 
melebihi dari nilai kapitalisasi aset. 

Akun ini bisa digunakan untuk alokasi: 

- Pengadaan masker/hand sanitizer, 
obat, vitamin dan penambah daya 
tahan tubuh 

- Pengadaan penyemprotan 
disinfektan di area kantor dan 
sekitarnya yang dilaksanakan 
swakelola 

- Pengadaan thermogun/thermometer 
infrared  

- Pengadaan bilik desinfektan non 
permanen. 

521841 Belanja Barang Persediaan – 
Penanganan Pandemi COVID-19 

Digunakan untuk mencatat Belanja 
Barang Persediaan dalam rangka 
Penanganan COVID-19 dan yang 
memiliki masa manfaat kurang dari satu 
tahun serta harga satuannya tidak 
melebihi dari nilai kapitalisasi aset. 

Pengadaan masker/hand sanitizer, obat, 
vitamin dan penambah daya tahan 
tubuh, APD/alat Uji Medis/Rapid test dan 
sejenisnya yang menghasilkan 
persediaan. 

 

EAC KRO LAYANAN UMUM 

Klasifikasi Rincian Output (KRO) Layanan Umum ini merupakan alokasi Belanja 

Barang Non Operasional untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi 

ASN sebagaimana mandat pada Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang ASN 

dengan alokasi pada Rincian Output (RO) sebagai berikut: 
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EAC.003 RO Layanan Dukungan Manajemen Daerah  

Untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetisi ASN tersebut, dialokasikan 

dalam bentuk belanja barang non operasional. 

Belanja   Non Operasional merupakan pembelian barang atau jasa yang habis pakai 

dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satker dan umumnya 

pelayanan yang bersifat eksternal 

052 Non Operasional Satker Daerah 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

521211 Belanja Bahan 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran 
pembayaran biaya bahan pendukung 
kegiatan (habis dipakai) seperti: 

1. Konsumsi/bahan makanan; 

2. Dokumentasi; 

3. Spanduk; 

4. Biaya fotokopi; 

dalam pelaksanaan kegiatan non 
operasional (pameran, seminar, 
sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain) 
yang terkait langsung dengan output suatu 
kegiatan dan tidak menghasilkan barang 
persediaan. 

Konsumsi dan kudapan (snack) harus 
ditulis dalam detil secara terpisah. 
Karena memiliki batasan harga satuan 
maksimum yang berbeda dalam SBM. 

522151 Belanja Jasa Profesi 

Belanja untuk pembayaran honorarium 
narasumber yang diberikan kepada 
ASN/non­ASN sebagai narasumber, 
pembicara, praktisi, pakar yang 
memberikan informasi/pengetahuan 
kepada ASN lainnya/masyarakat.  

 

1. Akun ini digunakan untuk membayar 
honorarium narasumber kegiatan 
pembinaan/ sosialisasi yang 
diselenggarakan pengadilan tingkat 
banding. 

2. Dalam hal narasumber/pembahas 
tersebut berasal dalam unit organisasi 
eselon I penyelenggara diberikan 
honororium sebesar 50 % (lima puluh 
persen) dari besaran honorarium 
narasumber/pembahas pada SBM 

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket 
Meeting Dalam Kota 

Digunakan untuk mencatat pengakuan 
beban perjalanan dinas dalam rangka 
kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya 
yang dilaksanakan di dalam kota satker 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya 
oleh satker penyelenggara maupun yang 
dilaksanakan di dalam kota satker peserta 

Cukup jelas 
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung 
oleh satker peserta, yang meliputi: 

1. Biaya transportasi peserta, panitia/ 
moderator, dan/atau narasumber baik 
yang berasal dari dalam kota maupun 
dai luar kota; 

2. Biaya paket meeting (halfday/ fullday/ 
fullday); 

3. Uang saku peserta, panitia/moderator 
dan/atau narasumber baik yang 
berasal dari dalam kota maupun dari 
luar kota termasuk uang saku rapat 
dalam kantor di luar jam kerja; 

4. Uang harian dan/atau biaya 
penginapan peserta, panitia/ 
moderator, dan/atau narasumber yang 
mengalami kesulitan transportasi. 

Besaran satuan harganya mengikuti SBM 
yang berlaku  

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket 
Meeting Luar Kota 

Digunakan untuk mencatat pengakuan 
beban perjalanan dinas dalam rangka 
kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya 
yang dilaksanakan di luar kota satker 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya 
oleh satker penyelenggara, serta yang 
dilaksanakan di luar kota satker peserta 
dengan biaya perjalanan dinas yang 
ditanggung oleh satker peserta, yang 
terdiri dari biaya transportasi, biaya paket 
meeting, uang saku, uang harian 

Besaran satuan harganya mengikuti SBM 
yang berlaku. 

Cukup jelas 

 

EAD KRO LAYANAN SARANA INTERNAL 

Merupakan Komponen untuk kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana 

transportasi darat untuk pejabat, angkutan pegawai, operasional kantor/lapangan. 

Secara umum berupa alat transportasi darat yang merupakan produk manufaktur 

dan dipasarkan secara umum/masal. 

 

EAD.001 RO LAYANAN SARANA INTERNAL 

051 Komponen Pengadaan Kendaraan Bermotor 

Merupakan Komponen untuk kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana 

transportasi darat untuk pejabat, angkutan pegawai, operasional kantor/lapangan. 
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Secara umum berupa alat transportasi darat yang merupakan produk manufaktur 

dan dipasarkan secara umum/masal. 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Digunakan untuk mencatat pengadaan 
peralatan dan mesin yang digunakan 
dalam pelaksanaan kegiatan antara lain 
biaya pembelian, biaya pengangkutan, 
biaya instalasi, serta biaya langsung 
lainnya untuk memperoleh dan 
mempersiapkan sampai peralatan dan 
mesin tersebut siap digunakan. 

Alokasi belanja modal Kendaraan 
Bermotor untuk tahun anggaran 2021 
hanya diperuntukkan bagi penggantian 
kendaraan yang sudah dihapuskan dan 
sudah diusulkan melalui RKBMN  

532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan 
dan Mesin 

Belanja Modal setelah perolehan 
peralatan dan mesin yang 
memperpanjang masa manfaat/umur 
ekonomis, atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat ekonomis di masa yang 
akan datang dalam bentuk peningkatan 
kapasitas, produksi atau peningkatan 
standar kinerja; dan memenuhi batasan 
minimun kapitalisasi sesuai dengan 
peraturan menteri keuangan yang 
mengatur batasan minimun kapitalisasi. 

Cukup jelas. 

 

052 Komponen Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi   

Komponen “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”, adalah output dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan media pemroses data, penyimpan data, 

menampilkan hasil olahan data, dan/atau media komunikasi. Komponen “Perangkat 

Pengolah Data dan Komunikasi”, secara umum berupa peralatan elektronikal dalam 

rangka pengolahan data dan telekomunikasi yang menunjang aktivitas administratif 

umum sebuah instansi/perkantoran. 

 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Digunakan untuk mencatat pengadaan 
peralatan dan mesin yang digunakan  
dalam pelaksanaan kegiatan antara lain 
biaya pembelian, biaya pengangkutan, 
biaya instalasi, serta biaya langsung 

Setiap Pengadaan Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin agar dialokasikan 
untuk Honor Panitia Pengadaan/Pokja 
dan Honor Penerima Hasil Pekerjaan 
untuk belanja di atas Rp. 200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah). 
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

lainnya untuk memperoleh dan 
mempersiapkan sampai peralatan dan 
mesin tersebut siap digunakan. 

532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan 
dan Mesin 

Belanja Modal setelah perolehan 
peralatan dan mesin yang 
memperpanjang masa manfaat/umur 
ekonomis, atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat ekonomis di masa yang 
akan datang dalam bentuk peningkatan 
kapasitas, produksi atau peningkatan 
standar kinerja; dan memenuhi batasan 
minimun kapitalisasi sesuai dengan 
peraturan menteri keuangan yang 
mengatur batasan minimun kapitalisasi. 

Akun ini digunakan untuk penambahan 
/peremajaan jaringan instalasi 
internet/telpon 

 

053 Komponen Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran   

Komponen “Peralatan Fasilitas Perkantoran”, adalah komponen dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan gedung perkantoran yang memadai 

dan layak. Komponen “Peralatan Fasilitas Perkantoran”, secara umum berupa 

peralatan elektronik/non elektronik dan buku yang disediakan dalam rangka 

memenuhi unsur kelayakan secara umum fasilitas sebuah gedung/ bangunan 

perkantoran. 

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Digunakan untuk mencatat pengadaan 
peralatan dan mesin yang digunakan  
dalam pelaksanaan kegiatan antara lain 
biaya pembelian, biaya pengangkutan, 
biaya instalasi, serta biaya langsung 
lainnya untuk memperoleh dan 
mempersiapkan sampai peralatan dan 
mesin tersebut siap digunakan. 

Setiap Pengadiaan Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin agar dialokasikan untuk Honor 
Panitia Pengadaan/Pokja  

536111 Belanja Modal Lainnya 

Digunakan untuk mencatat memperoleh 
Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya 
yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 
belanja modal tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 
jaringan. Digunakan untuk mencatat 
memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset 
Lainnya sampai dengan siap digunakan. 

Tidak berlaku nilai kapitalisasi selama 
ditempatkan di perpustakaan. 
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

Belanja Modal Lainnya dapat digunakan 
untuk pengadaan software, 
pengembangan website, pengadaan 
lisensi yang memberikan manfaat lebih 
dari satu tahun baik secara swakelola 
maupun dikontrakkan kepada Pihak 
Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat 
digunakan untuk pembangunan aset tetap 
renovasi yang akan diserahkan kepada 
entitas lain dan masih di lingkungan 
pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap 
Renovasi yang nantinya akan diserahkan 
kepada entitas lain berupa Gedung dan 
Bangunan mengikuti ketentuan batasan 
minimal. 

 

EAE KRO LAYANAN PRASARANA INTERNAL 
 

EAE.001 RO LAYANAN PRASARANA INTERNAL 
 

051 Komponen Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan 

Komponen ini digunakan untuk mencatat alokasi kebutuhan anggaran pengadaan 

gedung/bangunan dan Renovasi serta Rehabilitasi Gedung dan Bangunan  

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

533111 Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

Digunakan untuk mencatat memperoleh 
gedung dan bangunan secara 
kontraktual sampai dengan gedung dan 
bangunan siap digunakan meliputi biaya 
pembelian atau biaya kontruksi, 
termasuk biaya pengurusan IMB, notaris 
dan pajak (kontraktual) 

Digunakan untuk mencatat perolehan 
gedung dan bangunan baru secara 
kontraktual dan diusulkan melalui RKBMN 

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung 
dan Bangunan 

Belanja Modal setelah perolehan 
gedung dan bangunan yang 
memperpanjang masa manfaat/umur 
ekonomis, atau yang kemungkinan 
besar memberi manfaat ekonomis di 
masa yang akan datang dalam bentuk 
peningkatan kapasitas, produksi atau 
peningkatan standar kinerja; dan 
memenuhi batasan minimun kapitalisasi 
sesuai dengan peraturan menteri 

1. Diperuntukkan untuk renovasi gedung 
yang nilai kerusakannya menurut 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah 
65%.  

2. Penambahan/Peremajaan jaringan 
listrik/air yang nilai kapitalisasinya di atas 
Rp25.000.000 (dua puluh lima juta 
rupiah) 

3. Penambahan daya listrik gedung kantor  
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

keuangan yang mengatur batasan 
minimum kapitalisasi. 

 

052 Komponen Pengadaan Tanah 

Komponen ini digunakan untuk mencatat alokasi kebutuhan pengadaan tanah untuk 

pembangunan gedung/bangunan negara yang tidak disertai pembangunan di 

atasnya. Komponen ini juga untuk alokasi pengadaan sertifikat tanah yang 

dilaksanakan pada tahun anggaran yang berbeda dengan pengadaan tanahnya.  

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada komponen ini: 

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL  

531111 Belanja Modal Tanah 

Seluruh pengeluaran yang dilakukan 
untuk pengadaan/ pembelian/ 
pembebasan penyelesaian, balik nama, 
pengosongan, penimbunan, perataan, 
pematangan tanah, pembuatan sertifikat 
tanah serta pengeluaran-pengeluaran 
lain yang bersifat administratif 
sehubungan dengan perolehan hak dan 
kewajiban atas tanah pada saat 
pembebasan/pembayaran ganti rugi 
sampai tanah tersebut siap digunakan/ 
pakai (swakelola/kontraktual). 

Cukup jelas. 

531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat 
Tanah 

Pengeluaran yang dilakukan untuk 
pembuatan sertifikat tanah pada saat 
pengadaan/pembelian tanah secara 
swakelola sampai dengan tanah 
tersebut siap digunakan/dipakai 
(swakelola). 

Akun 531114 pada sub komponen ini 
digunakan juga untuk pengadaan/ 
pengurusan sertifikat tanah a.n Mahkamah 
Agung RI 

 

B.2. Estimasi PNBP 

Sebagaimana ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas 

PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan 

SK Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PNBP di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, untuk mencatat estimasi 

pendapatan/penerimaan PNBP TA 2021, pengadilan diminta untuk menghitung 

besaran estimasi tersebut dengan menggunakan akun-akun di bawah ini: 
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KODE AKUN PENJELASAN 

Akun PNBP Umum 

425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 

Akun PNBP Fungsional 

425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan 

425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan 

Peradilan 

425233 Pendapatan Ongkos Perkara 

425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 

 

B.3. Rencana Penarikan 

Rencana Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah rencana penarikan 

kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan 

kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA 

Sekretaris Pengadilan selaku KPA setiap tahun menetapkan:  

1. Rencana Penarikan Dana (RPD) 

2. Estimasi Penerimaan Dana (PNBP) 

Dalam Aplikasi SAKTI, untuk menginput rencana penarikan dana bulanan 

menggunakan menu RUH → POK → Klik tombol pencarian satker untuk memilih 

satker dan menampilkan data POK untuk satker tersebut. 

Klik “Renc. Penarikan yang masih belum sesuai (berwarna merah) untuk 

menyesuaikan rencana penarikan bulanan pada komponen tersebut. Atau klik icon 

expand (V) pada komponen untuk menyesuaikan rencana penarikan pada detail. 

 

Setelah itu, pada bagian bawah form terdapat fitur “Tayang sampai dengan level 

Komponen” dan “Tayang Semua” untuk memeriksa lebih detail terkait rincian yang 

belum sesuai rencana penarikannya. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian pada 
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form ini, akan dapat diidentifikasi pada saat melakukan Validasi Data Belanja dengan 

kode kesalahan 053. 

Langkah selanjutnya adalah mengisi Rencana/Estimasi Penerimaan PNBP dengan 

menggunakaan menu RUH → Penerimaan/Pendapatan. Selanjutnya diinput 

berdasarkan estimasi realisasi berdasarkan rencana kegiatan yang sudah 

dijadwalkan, baik secara manual (Menu Rekam) maupun menggunakan bantuan 

menu “Import Data TRPNBP”. 

 

B.4. Validasi Data Belanja 

Untuk memastikan kebenaran struktur anggaran sebelum data belanja dapat 

diapprove oleh KPA adalah melakukan Validasi Data Belanja untuk mengetahui 

secara sistem, langkah mana yang terlewati atau belum sesuai. 

Dalam Aplikasi SAKTI, untuk melakukan Validasi Data Belanja menggunkan menu 

RUH → Validasi Data belanja → pilih Satker → Proses.  

Apabila terdapat kegagalan maka dapat dilihat penjelasannya pada menu “Lihat Kode 

Validasi”. KPA baru akan dapat menyetujui usulan bila sudah melewati validasi ini. 

Status Validasi dari usulan dapat dilihat dengan mengklik “sudah valid”.  

 

B.5. Approval oleh KPA 

Langkah selanjutnya adalah approval oleh KPA melalui login KPA dan menyetujui 

usulan RKA-K/L yang telah divalidasi datanya melalui menu Monitoring → Monitoring 

Submit dan Approve Data. 

KPA mengklik baris yang akan diapprove lanjut mencentang kolom ‘S” (singkatan dari 

Satker) kemudian klik “Simpan”. Apabila proses ini berhasil dilakukan, maka Unit dapat 

melihat data usulan satker untuk kemudian diproses lebih lanjut. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Diharapkan dengan telah disusunnya pedoman ini untuk dijadikan pedoman dalam 
penyusunan RKA-K/L TA 2021 oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding sesuai 
dengan besaran Pagu Indikatif yang telah dibagikan, Kebijakan Rencana Kerja dan 
Anggaran yang telah disepakati di Trilateral Meeting, Pedoman Redesain Sistem 
Perencanaan dan Penganggaran serta Petunjuk Teknis penggunaan Aplikasi SAKTI 
Modul Penganggaran. 

Sebagai bagian dari mekanisme turunnya pagu, yaitu Pagu Indikatif, Pagu Anggaran 
dan Pagu Alokasi, untuk memberikan pedoman lanjutan dalam penyusunan RKA-K/L 
Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi, pedoman ini akan terus disempurnakan 
menyesuaikan kebijakan rencana kerja dan anggaran serta teknis struktur anggaran 
pada Aplikasi KRISNA melalui Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran pada link 
https://sakti.kemenkeu.go.id/anggaran. 

Akhir kata, karena penyusunan pedoman ini dilakukan dalam kondisi pandemi covid-
19 dengan keterbatasan ruang dan waktu, mohon maaf jika ada 
kekurangan/kesalahan dalam penulisan pedoman ini. Untuk penyempurnaan 
penyusunan pedoman ini, saran dan masukan bisa disampaikan melalui email 
renogbimon@gmail.com. Untuk konsultasi, tanya jawab dan diskusi bisa 
menghubungi Sdri Emie Yuliati di      08118603902/Sdr Syaiful Arif di      085214750481 
atau WAG Bincang Renprog&Anggaran. 
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LAMPIRAN 1 
FORMAT KERTAS KERJA RKA-KL  

PER JENIS BELANJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K/L :
UNIT ORG :
UNIT KERJA :
ALOKASI :

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO

KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME
 HARGA 
SATUAN 

 JUMLAH 
BIAYA 

1 2 3 4 5
005.WA Program Dukungan Manajemen 
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
EAA Layanan Perkantoran 1 Layanan xxxxxxxx xxxxxxxx
001 Layanan Perkantoran
001 Gaji dan Tunjangan 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS    
- Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS
- Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 14) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS
- Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS   
- Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS
- Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx

511129 Belanja Uang Makan PNS
- Belanja Uang Makan PNS 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx

511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS (... Orang x 1 bulan) (gaji ke 14) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

511157 - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim
- Tunjangan Kemahalan Hakim Karir (... Orang x 12 bulan) ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx

PERHITUNGAN TAHUN 2021

KERTAS KERJA RKA-KL
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE



PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO

KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME
 HARGA 
SATUAN 

 JUMLAH 
BIAYA 

1 2 3 4 5

PERHITUNGAN TAHUN 2021
KODE

511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc
- Uang Kehormatan Hakim Tipikor (... Orang x 13 bulan) ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx
- Uang Kehormatan Hakim PHI (... Orang x 13 bulan) ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx
- Uang Kehormatan Hakim Niaga (... Orang x 13 bulan) ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx
- Uang Kehormatan Hakim Perikanan (... Orang x 13 bulan) ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx
- Uang Kehormatan Hakim HAM (... Orang x 13 bulan) ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx
- Uang Penghargaan Akhir Masa Jabatan Hakim Ad Hoc (... Orang x 2 bulan) ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx

511224 Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI
- Belanja Tunjangan Fungsional TNI 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan Fungsional TNI (... Orang x 1 bulan) (Gaji ke 13) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

511225 Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI
- Belanja Tunjangan PPh TNI 1 THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Belanja Tunjangan PPh  TNI (... Orang x 1 bulan) (Gaji ke 13) 1 BLN xxxxxxxx xxxxxxxx



K/L :
UNIT ORG :
UNIT KERJA :
ALOKASI :

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT

KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME  HARGA SATUAN 
 JUMLAH 

BIAYA 
1 2 3 4 5

005.WA Program Dukungan Manajemen 
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA

EAA Layanan Perkantoran 1 Layanan

001 Layanan Perkantoran 

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- Pramubakti (... Org x 12 bln) ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx
-  THR Pramubakti (... Org x 1 bln)
- Satpam  (... Org x 12 bln) ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx
-  THR Satpam (... Org x 1 bln)
- Pengemudi (... Org x 12 bln) ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx
-  THR Pengemudi (... Org x 1 bln)
- Pengadaan/ Penggantian Inventaris (yang berhubungan dengan
  penyelenggaraan administrasi kantor/ satker di bawah nilai kapitalisasi) ... OT xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pengurusan Penggantian Sertifikat Tanah Yang Hilang …THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah ... BLN xxxxxxxx xxxxxxxx
- PBB Rumah Dinas yang tidak ditempati … THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Air Minum/Galon ... BLN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Biaya Penjilidan … THN xxxxxxxx xxxxxxxx

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya … THN xxxxxxxx xxxxxxxx

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran ( pegawai < 40 org) … THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran ( pegawai > 40 pegawai) ....OT xxxxxxxx xxxxxxxx

B LANGGANAN DAYA DAN JASA 
521111 Belanja Keperluan Perkantoran

- Langganan Internet ... BLN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Langganan Web Hosting … THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Langganan Lisensi Antivirus … THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Langganan Lisensi Video Conference … THN xxxxxxxx xxxxxxxx

521114 Belanja  Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- Biaya Pengiriman Surat Dinas ... BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

522111 Belanja Langganan Listrik
- Langganan Listrik ... BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

522112 Belanja Langganan Telepon
- Langganan Telepon ... BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

522113 Belanja Langganan Air
- Langganan Air/Tangki Air ... BLN xxxxxxxx xxxxxxxx

522141 Belanja Sewa
- Sewa Gedung Kantor … THN xxxxxxx xxxxxxxx
- Sewa Rumah Dinas Hakim/Hakim Ad Hoc … THN xxxxxxx xxxxxxxx
- Sewa Mesin Fotocopy … THN xxxxxxx xxxxxxxx

C PEMELIHARAAN KANTOR
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

- Pemeliharaan Gedung Kantor ... M2/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor ... M2/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor ... M2/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Pos Jaga ... M2/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Rumah Genset ... M2/THN xxxxxxxx xxxxxxxx

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Rumah Dinas ... M2/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Mess ... M2/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Pagar Rumah Dinas/Mess ... M2/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas/Mess ... M2/THN xxxxxxxx xxxxxxxx

KERTAS KERJA RKA-KL
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2021



PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT

KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME  HARGA SATUAN 
 JUMLAH 

BIAYA 
1 2 3 4 5

KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2021

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 ... Unit/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 ... Unit/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan PC ... Unit/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Laptop/Notebook ... Unit/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Printer ... Unit/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan AC Split ... Unit/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan AC Standing ... Unit/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Inventaris Kantor ... OT xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Lift Kantor ... Unit/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Pompa air ... Unit/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pemeliharaan Genset ... Unit/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahan Bakar Genset … Liter/THN xxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahan Bakar Kendaraan sewa … Liter/THN xxxxxxxx xxxxxxxx

D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 

Honor Pengelola Keuangan :
- Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 bln) 12 OB xxxxxxxx xxxxxxxx
- Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 12 bln) 12 OB xxxxxxxx xxxxxxxx
- Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM (1 Org x 12 bln) 12 OB xxxxxxxx xxxxxxxx
- Honor Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 bln) 12 OB xxxxxxxx xxxxxxxx
- Honor Pengelola PNBP (1 Org x 12 bln) 12 OB xxxxxxxx xxxxxxxx
- Honor Staf Pengelola Keuangan ( 2 Org x 12 bln) ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx
- Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Tingkat Korwil) (2 Org x 12 bln) ... OB xxxxxxxx xxxxxxxx
- Honor Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (Tingkat Banding)
   (1 Org x 12 bln)

... OB xxxxxxxx xxxxxxxx

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim ( 1 Stel x ... org) ... STEL xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pakaian Kerja Satpam ( 1 Stel x ... org) ... STEL xxxxxxxx xxxxxxxx
- Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti  ( 1 Stel x ... org) ... STEL xxxxxxxx xxxxxxxx

E PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

- Konsumsi ... KEG xxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahan/Spanduk/Dokumentasi ... KEG xxxxxxxx xxxxxxxx

522191 Belanja Jasa Lainnya
- Jasa Rohaniwan ... OK xxxxxxxx xxxxxxxx

F RAPAT KOORDINASI INTERNAL
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

- Bahan ... KEG xxxxxxxx xxxxxxxx
- Konsumsi ... KEG xxxxxxxx xxxxxxxx

G KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING
524111 Belanja Perjalanan Biasa

- Tiket  ( … Org x ..pp x keg) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
- Transport Riil (... Org x 1 pp x ... keg) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
- Penginapan (... Org x ... Hari x ...keg) ... OH xxxxxxxx xxxxxxxx
- Uang Harian (... Org x ... Hari x ...keg) ... OH xxxxxxxx xxxxxxxx

524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota
- Transport (….. Org x 1 pp x ….Keg) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx

            
H PEMBINAAN/RAPAT KOORDINASI PADA TINGKAT BANDING
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

- Bahan/materi/seminar kit ... KEG xxxxxxxx xxxxxxxx
- Konsumsi (jika penyelenggaraannya di Kantor) ... KEG xxxxxxxx xxxxxxxx

524111 Belanja Perjalanan Biasa
- Tiket  ( … Org x ..pp x keg) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
- Transport Riil (... Org x 1 pp x ... keg) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
- Penginapan (... Org x ... Hari x ...keg) ... OH xxxxxxxx xxxxxxxx
- Uang Harian (... Org x ... Hari x ...keg) ... OH xxxxxxxx xxxxxxxx



PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT

KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME  HARGA SATUAN 
 JUMLAH 

BIAYA 
1 2 3 4 5

KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2021

I KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

- Transport (….. Org x 1 pp x ….Keg) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
524111 Belanja Perjalanan Biasa

- Tiket  ( … Org x ..pp x keg) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
- Transport Riil (... Org x 1 pp x ... keg) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
- Penginapan (... Org x ... Hari x ...keg) ... OH xxxxxxxx xxxxxxxx
- Uang Harian (... Org x ... Hari x ...keg) ... OH xxxxxxxx xxxxxxxx

J Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap 
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

- Test Narkoba ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx

K PENANGGULANGAN COVID 19
521131 Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19

- Obat-obatan/Vitamin  ( … Paket) … PAKET xxxxxxxx xxxxxxxx
- Masker/hand sanitizer/Thermogun/thermometer infrared  ( … Paket) … PAKET xxxxxxxx xxxxxxxx
- Disinfektan  ( … Paket) … PAKET xxxxxxxx xxxxxxxx

521841
Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19

- Masker/hand sanitizer/Thermogun/thermometer infrared ( … Paket) … PAKET xxxxxxxx xxxxxxxx
- Obat-obatan/Vitamin  ( … Paket) … PAKET xxxxxxxx xxxxxxxx



K/L :
UNIT ORG :
UNIT KERJA :
ALOKASI :

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT

KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME  HARGA SATUAN 
 JUMLAH 

BIAYA 
1 2 3 4 5

005.WA Program Dukungan Manajemen 

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA

EAC Layanan Umum … Orang xxxxxxxx xxxxxxxx
003 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

052 Non Operasional Satker Daerah
A Bimbingan Teknis Bidang Rencana Program dan Anggaran
521211 Belanja Bahan

- Bahan/Spanduk/Dokumentasi ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

- Transport (….. ORG x 1 PP x ….KEG) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
524114 Paket Meeting Dalam Kota

- Transport (….. ORG x 1 PP x ….KEG) … OK xxxxxxxx xxxxxxx
- Akomodasi (…ORG x ….HR x ….KEG) ... OH xxxxxxxx xxxxxxx
- Uang saku (….. ORG x 1 PP x ….KEG) ... OH xxxxxxxx xxxxxxx

522151 Belanja Jasa Profesi
- Uang Narasumber (... ORG x ... JAM x ..KEG) ... OK xxxxxxxx xxxxxxxx

B Bimbingan Teknis Bidang Keuangan
521211 Belanja Bahan

- Bahan/Spanduk/Dokumentasi ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

- Transport (….. ORG x 1 PP x ….KEG) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
524114 Paket Meeting Dalam Kota

- Transport (….. ORG x 1 PP x ….KEG) … OK xxxxxxxx xxxxxxx
- Akomodasi (…ORG x ….HR x ….KEG) ... OH xxxxxxxx xxxxxxx
- Uang saku (….. ORG x 1 PP x ….KEG) ... OH xxxxxxxx xxxxxxx

522151 Belanja Jasa Profesi
- Uang Narasumber (... ORG x ... JAM x ..KEG) ... OK xxxxxxxx xxxxxxxx

C Bimbingan Teknis Bidang Kepegawaian
521211 Belanja Bahan

- Bahan/Spanduk/Dokumentasi ... OK xxxxxxxx xxxxxxxx
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota ... OK

- Transport (….. ORG x 1 PP x ….KEG) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
524114 Paket Meeting Dalam Kota

- Transport (….. ORG x 1 PP x ….KEG) … OK xxxxxxxx xxxxxxx
- Akomodasi (…ORG x ….HR x ….KEG) ... OH xxxxxxxx xxxxxxx
- Uang saku (….. ORG x 1 PP x ….KEG) ... OH xxxxxxxx xxxxxxx

522151 Belanja Jasa Profesi
- Uang Narasumber (... ORG x ... JAM x ..KEG) ... OK xxxxxxxx xxxxxxxx

D Bimbingan Teknis Bidang Umum
521211 Belanja Bahan

- Bahan/Spanduk/Dokumentasi ... OK xxxxxxxx xxxxxxxx
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

- Transport (….. ORG x 1 PP x ….Keg) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
524114 Paket Meeting Dalam Kota

- Transport (….. ORG x 1 PP x ….KEG) … OK xxxxxxxx xxxxxxx
- Akomodasi (…ORG x ….HR x ….KEG) ... OH xxxxxxxx xxxxxxx
- Uang saku (….. ORG x 1 PP x ….KEG) ... OH xxxxxxxx xxxxxxx

522151 Belanja Jasa Profesi
- Uang Narasumber (... ORG x ... JAM x ..KEG) ... OK xxxxxxxx xxxxxxxx

KERTAS KERJA RKA-KL
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2021



K/L :
UNIT ORG :
UNIT KERJA :
ALOKASI :

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT

KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME  HARGA SATUAN 
 JUMLAH 

BIAYA 
1 2 3 4 5

005.WA Program Dukungan Manajemen 
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA
EAD Layanan Sarana Internal … UNIT xxxxxxxx xxxxxxxx
001 Layanan Sarana Internal 

051 Pengadaan Kendaraan Bermotor
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Kendaraan Dinas Roda 6       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Kendaraan Dinas Roda 4       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Kendaraan Dinas Roda 2       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Speedboat       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja       ... Keg (penawaran hg wajar) xxxxxxxx

532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
- Overhaul / Turun Mesin       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx

052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
A Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP/e-Court/e-litigasi
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Server       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Laptop/ Notebook/ PC       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Printer       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Scanner       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Router/LAN/Internet       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- LCD/ Proyektor       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Kamera/ Handycam        ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Harddisk Eksternal       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Pesawat Telepon       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- PABX       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Mesin Fax       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Rak Server       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Pengadaan Jaringan Instalasi internet/telpon       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja       ... Keg (penawaran hg wajar) xxxxxxxx

532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
- Penambahan/Peremajaan Jaringan Instalasi internet/telpon       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx

B Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Lainnya       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja       ... Keg (penawaran hg wajar) xxxxxxxx

053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 
A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Kursi       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Meja       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Sice       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Lemari Arsip       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Filing Cabinet       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Perlengkapan Sidang       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Genset       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Brankas       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- AC Split       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Standing AC       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- CCTV       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Finger Scan/ Mesin Absensi       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx

KERTAS KERJA RKA-KL
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2021



PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT

KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME  HARGA SATUAN 
 JUMLAH 

BIAYA 
1 2 3 4 5

KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2021

- Sound System       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Mesin Penghancur Kertas       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- White Board       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Tangki Air       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Alat Penangkal Petir       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Fire Alarm       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Fire Extinguisher       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Hydrant       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Lainnya       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja       ... Keg (penawaran hg wajar) xxxxxxxx

536111 Belanja Modal Lainnya
- Buku Hukum        ... buah (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja       ... Keg (penawaran hg wajar) xxxxxxxx

B Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pendukung  
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Lainnya       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja       ... Keg (penawaran hg wajar) xxxxxxxx

EAE Layanan Prasarana Internal … UNIT xxxxxxxx xxxxxxxx
001 Layanan Prasarana Internal 

051 Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan 
A Pengadaan Gedung/ Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Pembangunan Gedung Kantor ... M2 (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Pembangunan Rumah Dinas  ... M2 (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Pembangunan Sarana dan Lingkungan ... M2 (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Pengadaan Jaringan listrik/air
- Biaya Pengelolaan Proyek ... Keg (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Biaya Perancangan/Perencanaan ... Keg (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Biaya Pengawasan/Manajemen konstruksi ... Keg (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
 

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- Renovasi Gedung Kantor ... M2 (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Restorasi Gedung Kantor ... M2 (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Renovasi Rumah Dinas ... M2 (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Renovasi Sarana dan Lingkungan ... M2 (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Interior Melekat Gedung/Backdrop ... M2 (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Tambah Daya Listrik ... Pkt (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Penambahan/Peremajaan Jaringan listrik/air ... Pkt (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Biaya Pengelolaan Proyek ... Keg (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Biaya Perancangan/Perencanaan ... Keg (penawaran hg wajar) xxxxxxxx
- Biaya Pengawasan/Manajemen konstruksi ... Keg (penawaran hg wajar) xxxxxxxx

B Renovasi Gedung dan Bangunan Pendukung SPPA/Mediasi/Disabilitas
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

- Renovasi Gedung Kantor       ... unit (penawaran hg wajar) xxxxxxxx

052 Pengadaan Tanah
A Pengadaan Tanah
531111 Belanja Modal Tanah

- Pengadaan Tanah (Termasuk Pengurusan Sertifikat) … M2 (penawaran hg wajar) xxxxxxxx

531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
- Pengadaan Sertifikat Tanah ... Dok (penawaran hg wajar) xxxxxxxx



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 
PEDOMAN REDESAIN SISTEM PERENCANAAN 

PENGANGGARAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 
MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI SAKTI MODUL 

PENGANGGARAN 
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 Petunjuk Teknis 
Modul Penganggaran Aplikasi SAKTI-Web 

A.   Pendahuluan 

Modul Penganggaran adalah Modul yang memuat proses Penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk didalamnya 

proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu tahun 

anggaran. 

Modul Penganggaran pada SAKTI meliputi : 

- Fungsi Penyusunan SBK (Standar Biaya Keluaran) : SBK Total dan SBK Indeks. 

- Fungsi Penyusunan Anggaran (Kertas Kerja/RKAKL-DIPA): Belanja, 

Pendapatan/Penerimaan, Informasi BLU, Informasi Valas/PHLN, KPJM, Data Pegawai. 

- Fungsi Penyusunan Rencana Penarikan dan Penerimaan Dana :  Hal III DIPA, AFP 

(Annual Financial Plan) per bulan dalam satu tahun. 

- Fungsi Pembuatan Usulan Revisi : Satker (POK), DIPA (Kanwil DJPb/DJA). 

Integrasi modul penganggaran pada SAKTI merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang 

telah ada sebelumnya untuk kemudian dilakukan penyatuan sehingga tercipta 

penyederhanaan proses kerja hanya melalui satu aplikasi saja. 

Integrasi Modul Penganggaran 
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Proses ini merupakan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan kerja yang 

nantinya akan disahkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 

berikutnya. Proses yang ada pada aplikasi SAKTI dimulai dari usulan Satuan kerja yang 

nantinya akan disampaikan ke level Unit Eselon I dan selanjutnya akan disampaikan ke 

Direktorat Jenderal Anggaran. Kegiatan ini melibatkan dua level user, yaitu: Operator dan 

Approver (KPA), baik itu di level Satker, Unit Eselon I, maupun DJA. 

Perbedaan Aplikasi SAKTI pada Modul Penganggaran dengan RKAKL Eksisting meliputi :  

SAKTI-Web RKAKL Eksisting 

Pembagian Role Operator dan Approver Tidak ada pembagian role 

Single Database Database belum terintegrasi 

Pengiriman data Usulan Revisi otomatis Pengiriman ADK Manual 

Terdapat Log Transaksi Tidak ada Log Transaksi 

Locking Pagu  

Alur Keuangan yang Streamlined dari 

Penganggaran, Pelaksanaan hingga 

Pelaporan 

 

 

B.   Role dalam Modul Penganggaran 

 Terdapat beberapa role yang ada dalam Modul Penganggaran, dibedakan pada role 

Operator Satker dan role Approver/ KPA Satker dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-

masing role. 

 1. Operator Satker : 

- Membuat Rencana Kerja Anggaran Satker (RKA); 

- Mencetak RKAKL; 

- Mencetak Lampiran RKAKL; 

- Mencetak Laporan-laporan; 

- Mengirim ADK DIPA Revisi; 

- Merekam data POK (Rencana Penarikan Dana Bulanan); 

- Merestore dan merekam data pegawai; 

- Mencetak konsep DIPA; 

- Merekam usulan SBK (level Unit); 

- Mengakses data referensi, dan lain-lain. 
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2.  Approver/ KPA Satker : 

- Persetujuan data RKA-Satker; 

- Persetujuan data Rencana Penarikan Dana (POK); 

- Persetujuan data Rencana Penarikan Pendapatan/penerimaan. 

 

C.   Status Histori pada aplikasi SAKTI 

        Status Histori pada aplikasi sakti terbagi menjadi beberapa kode : 

 D00 – RKAKL AWAL 

  B00 – DIPA AWAL 

  Axx – USULAN REVISI DIPA KE-xx 

  Bxx – DIPA REVISI KE-xx 

  Cxx – REVISI SATKER/POK 

 

 
 

‘*Contoh form Monitoring Submit dan Approve Data untuk melihat Histori pada aplikasi SAKTI, 

pembacaan berurutan mulai dari bawah ke atas. 
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D. Alur Penyusunan Anggaran 
Proses Penyusunan RKAKL sampai dengan DIPA Awal.

UNIT 
- Login pada tahun RKAKL 
- Monitoring Usulan RKAKL 

- Persetujuan/Penolakan usulan RKAKL 
- Membuat ADK RKAKL Unit 

SATKER 
- Login pada tahun RKAKL 
- Menu Utility > Memilih Status D00 - RKAKL 

AWAL 
- Menginput Data pada Form Belanja 
- Menyesuaikan data RPD (Rencana 

Penarikan Dana) pada Form POK 
- Mengisi data Form Pendapatan 
- Mengisi data Rencana Penerimaan dan 

Pendapatan (Bulanan) 
- Validasi Data Belanja 
- Approval oleh KPA 

E. Proses Penyusunan Usulan Revisi Satker 

 

KPA 
- Login pada tahun DIPA 
- Persetujuan /Penolakan Revisi Satker 
- Approval 
- Klik tombol REVISI PAGU DI FA 

OPERATOR ANGGARAN SATKER 
- Login pada tahun DIPA 
- Menu Utility > Memilih Status Histori Cxx – 

REVISI SATKER (POK) 
- Menginput Data pada Form Belanja 
- Menyesuaikan data RPD (Rencana 

Penarikan Dana) pada Form POK 
- Menyesuaikan data Rencana Penerimaan 

dan Pendapatan (Bulanan) 
- Validasi Data Belanja 
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F. Proses Penyusunan Usulan Revisi DIPA  
 

 
 

KANWIL 
- Login pada tahun berjalan 
- Monitoring Usulan Revisi DIPA 

- Persetujuan /Penolakan usulan Revisi DIPA 
- Mengupload ADK Usulan Revisi ke SPAN 

 
SATKER 

- Login pada tahun berjalan 
- Menu Utility > Memilih Status Histori A – 

Usulan Revisi DIPA 
- Menginput Data pada Form Belanja 
- Menyesuaikan data RPD (Rencana 

Penarikan Dana) pada Form POK 
- Menyesuaikan data Rencana Penerimaan 

dan Pendapatan (Bulanan)  
- Validasi Data Belanja  
- Approval oleh KPA  
- Pembuatan ADK Usulan Revisi dan 

pengiriman ADK ke Kanwil/PA/DJA  
- (Setelah DIPA Revisi muncul pada SatuDJA) 

Download ADK dan Konversi ke SAKTI 
(Sekarang sudah Otomatis) 

 
G. Status Histori pada aplikasi SAKTI  

Konsep penting yang perlu diingat terkait status histori anggaran pada aplikasi SAKTI 

adalah : 

SUHAPRI - Setiap Usulan Harus Ada Pasangan Revisinya. 

1. Contoh yang baik dan benar : 

 

 
 

 
2. Contoh kasus yang kurang baik dan benar (I) : 

Suhapri adalah seorang operator Anggaran satker X yang sedang dalam proses 

mengajukan usulan revisi DIPA. Namun saat persetujuan DIPA Revisi belum muncul di 

satuDJA, atasan Suhapri meminta Revisi POK Satker untuk dilakukan segera, maka dari itu 

Suhapri membuat status histori baru pada aplikasi SAKTI. 
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3. Contoh kasus yang kurang baik dan benar (II) : 

Setelah masalah satker Suhapri diajukan ke Hai-DJPb dan diselesaikan melalui proses 

yang cukup panjang, tibalah saat Suhapri untuk mengajukan revisi Halaman III DIPA (Revisi 

Triwulanan). Namun, ketika memilih status histori, karena menurut Suhapri Revisi 

Triwulanan hanya mengubah form POK dan tidak mengubah Form Belanja, maka ia memilih 

status histori C02 – REVISI SATKER ke-02, membuat ADK BACKUP REVISI SATKER, dan Satker 

mengajukan ADK tersebut ke kanwil dengan urutan langkah yang dirasa benar. 

 

 
 

‘* Catatan penting terkait modul penganggaran 

- Status Histori harus berurutan, menunggu proses sebelumnya selesai sebelum 

membuat status histori baru; 

- Setiap Status Histori Harus Ada Pasangan Revisinya; 

- Setiap Usulan yang akan diajukan ke SPAN (Revisi DIPA, Revisi Halaman III DIPA dan 

Revisi Triwulanan) diharuskan memilih status histori Axx – USULAN REVISI DIPA; 

- Apabila ada masalah, pertama kali yang harus dilihat adalah Form Monitoring Submit 

dan Approve Data; 

- Apabila ada kegagalan Validasi Data Belanja, berarti ada ketidaksesuaian pada data 

inputan, yang penjelasannya bisa dilihat pada Cetak Kode Validasi. 
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H. Proses Penyusunan RKA-KL Menggunakan Aplikasi SAKTI 

Terdapat beberapa cara untuk melakukan penyusunan RKAKL pada aplikasi 

SAKTI, yaitu: 

1. Migrasi Data RKAKL dari Data DIPA terakhir tahun anggaran sebelumnya;

2. Upload ADK RKAKL dari Aplikasi RKAKL;

3. Input data RKAKL dari awal;

4. Unit mengcopy template RKAKL antar satker-satkernya (Dalam proses

pengembangan).

H.1. Migrasi Data RKAKL dari Data DIPA terakhir tahun anggaran sebelumnya 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Login Operator Anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Pilih Menu Utility >

memilih status history > Pilih status history RKAKL Awal kemudian Klik OK.

2. Kemudian masuk ke menu Menu RUH > Migrasi RKAKL > Klik Tombol Pencari untuk

memilih satker. Kemudian akan muncul data DIPA terakhir tahun lalu. Untuk

melakukan migrasi Data, cukup klik tombol “Mapping Kode” kemudian klik tombol

“Proses”.
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3. Setelah proses berhasil dilakukan, maka akan ada notifikasi “Berhasil Simpan” dan

data RKAKL akan termigrasi.

4. Untuk memeriksa hasil kerja yang telah dilakukan, dapat masuk melalui menu

Monitoring Submit dan Approve Data.

5. Langkah – langkah selanjutnya adalah Penyesuaian RPD pada menu POK, Input

form Pendapatan, input Estimasi Pendapatan/Penerimaan, Validasi Data Belanja,

serta Approval oleh KPA.
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6. Ketika proses migrasi pada tingkat operator satker telah dilakukan, namun belum

di approve oleh KPA, status histori dapat dihapus. Namun untuk melakukan proses

ini harap berhati-hati, dikarenakan PROSES INI TIDAK DAPAT DI UNDO.

- Untuk menghapus data status histori, dapat dilakukan melalui menu Utility >

Hapus Data.

- Pilih kode satker melalui tombol pencarian satker, lalu klik “Hapus”

* Sebaiknya biasakan untuk selalu memeriksa Monitoring Submit dan Approve Data

setiap kali ada perubahan pada status histori. Karena dari menu tersebut kita dapat 

melihat perbandingan status histori RKAKL awal sebelum dan setelah dihapus. 

Sebelum dihapus 
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Setelah dihapus 

 

H.2. Upload ADK RKAKL dari Aplikasi RKAKL 

1. Masuk ke menu Utility > Konversi Data 

2. Klik tombol “Kirim ADK RKAKL” 

3. Pilih file ADK RKAKL dari aplikasi eksisting yang akan di upload ke SAKTI 

 
 

H.3. Input data RKAKL dari awal (Rekam Data) 

1. Login Operator Anggaran pada tahun anggaran berikutnya melalui menu Utility > 

memilih status history > Pilih status history RKAKL Awal > OK 
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2 .  Masuk ke menu RUH > Belanja, kemudian pilih satker pada tombol pencarian 

satker. Selanjutnya pada User Interface terdapat tombol-tombol yang berguna 

untuk melakukan penginputan form Belanja, seperti Rekam Belanja, Search, 

Calculator, Hapus, Ubah, Copy, Paste, Cetak, Simpan, dan Keluar. 

‘*PENTING: Selalu pastikan untuk melihat status history yang sedang dibuka pada teks di 

sebelah tahun Anggaran. Hanya RKAKL Awal, Usulan DIPA, dan Revisi Satker yang belum 

disetujui KPA yang dapat diedit. DIPA Revisi tidak dapat diedit. 
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3 .  Untuk mulai melakukan penginputan data, Klik tombol “Rekam Belanja Output” 

dan akan muncul dialog box seperti gambar. Isikan Data sesuai dengan kebutuhan 

dan klik OK. 

4 .  Setelah selesai, data Output akan muncul bersama dengan Program dan Kegiatan 

secara otomatis. Untuk mulai menginput Sub-Output, klik pada baris Output yang 

akan diedit maka akan muncul tombol “Rekam Sub-Output”. 

5 .  Setelah mengklik tombol Sub-Output, maka akan muncul Dialog Box seperti pada 

gambar. Isikan data sesuai kebutuhan, lalu klik tombol “Ok”. 
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6 .  Setelah Sub-Output berhasil diinput, maka data Sub-Output akan muncul pada form. 

Apabila ingin melanjutkan untuk menginput komponen, klik pada baris Sub-Output 

untuk memunculkan tombol “Rekam Komponen”. 

 
 

7 .  Klik tombol “Rekam Komponen” pada form Belanja, maka akan muncul dialog box 

seperti pada gambar. Isikan data sesuai kebutuhan, lalu klik tombol “Ok”. 

 
 

8 .  Setelah berhasil input data Komponen, maka data akan muncul pada form Belanja. 

Kemudian untuk melanjutkan merekam tombol Sub-Komponen, klik baris 

komponen yang dituju, lalu klik tombol “Rekam Sub-Komponen”. 
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9 .  Setelah mengklik tombol “Rekam Sub-Komponen”, maka akan muncul dialog box 

seperti dibawah. Isikan data sesuai kebutuhan, lalu klik tombol “Ok”. 

 
 
 

1 0 .  Setelah berhasil input data Sub-Komponen, maka data akan muncul pada form 

Belanja. Kemudian untuk melanjutkan merekam Akun, klik baris Sub-Komponen 

yang dituju, lalu klik tombol “Rekam Akun” 

 
 

1 1 .  Setelah mengklik tombol “Rekam Akun”, maka akan muncul dialog box seperti 

dibawah. Isikan data sesuai kebutuhan, lalu klik tombol “Ok”. 
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1 2 .  Setelah berhasil input data Akun, maka data akan muncul pada form Belanja. 

Kermudian untuk melanjutkan merekam Header 1, klik baris Akun yang dituju, lalu 

klik tombol “Rekam Header 1” (Optional). Selanjutnya untuk merekam Header 2, klik 

baris Header yang dituju, lalu klik tombol “Rekam Header 2” (Optional). 

1 3 .  Setelah berhasil input data Header, maka data akan muncul pada form Belanja. 

Untuk melanjutkan merekam Detail, maka klik pada Akun/Header yang dituju, 

kemudian klik tombol “Rekam Detail” 



38 
 

 
 

1 4 .  Berikut adalah dialog yang muncul setelah klik tombol “Rekam Detail. 

 
1 5 .  Untuk menginput detail dengan lebih rinci, klik form “Volkeg” kemudian tekan 

tombol Enter pada dialog form dan akan muncul form rincian seperti gambar 

dibawah. 

 
1 6 .  Setelah berhasil input data Detail, maka data akan muncul pada form Belanja. 
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1 7 .  Berikutnya adalah Upload ADK GPP untuk perhitungan gaji pegawai. Setelah seluruh 

data diinput, aplikasi SAKTI menyediakan fitur untuk penghitungan gaji pegawai 

secara otomatis dengan merestore data dari ADK GPP. Caranya adalah: Masuk ke 

menu Pegawai – Restore Data aplikasi GPP. Klik tombol “Cari File” dan kemudian klik 

“Proses Upload” 

 
 

1 8 .  Langkah berikutnya setelah form RUH Belanja selesai diinput bersama dengan 

perhitungan gaji pegawai adalah menyesuaikan Rencana Penarikan Dana bulanan 

pada menu RUH > POK. Klik tombol pencarian satker untuk memilih satker dan 

menampilkan data POK untuk satker tersebut. 
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1 9 .  Klik tombol “Renc. Penarikan yang masih belum sesuai (berwarna merah) untuk 

menyesuaikan rencana penarikan bulanan untuk komponen tersebut. Atau klik icon 

expand (v) pada komponen untuk menyesuaikan rencana penarikan dari level detail. 

2 0 .  Setelah itu, pada bagian bawah form terdapat fitur “Tayang sampai dengan level 

Komponen” dan “Tayang Semua” untuk memeriksa lebih detail terkait rincian yang 

belum sesuai rencana penarikannya. Apabila masih terdapat ketidak sesuaian pada 

form ini, akan dapat diidentifikasi pada saat melakukan menu “Validasi Data Belanja” 

dengan kode kesalahan 053. 
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2 1 .  Dari gambar dibawah ini, dapat dilihat masih ada data penarikan yang belum 

disesuaikan (pada menu Validasi Data Belanja akan terlihat dengan kode error 053). 

Silakan disesuaikan rencana penarikannya sesuai dengan pagu yang ada. 

 
 

2 2 .  Setelah mengklik tombol “Renc. Penarikan” maka akan muncul dialog box seperti 

pada gambar berikut. Pagu yang telah disediakan harus tidak bersisa supaya POK 

dapat divalidasi. 
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2 3 .  Setelah seluruh data rencana penarikan telah disesuaikan, maka dapat melanjutkan 

ke proses selanjutnya. 

 
 

2 4 .  Langkah selanjutnya khusus untuk penyusunan RKAKL adalah mengisi form 

Pendapatan (berbeda dengan form estimasi pendapatan/penerimaan). 

2 5 .  Caranya adalah Klik tombol rekam yang dapat dilakukan pada menu RUH > 

Penerimaan/Pendapatan apabila pada satker terdapat data rencana pendapatan 

tahunan. 
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2 6 .  Kemudian yang harus dilakukan adalah menginput data Rencana 

Penerimaan/Pendapatan bulanan yang dapat dilakukan pada menu RUH > Rencana 

Penerimaan/Pendapatan. 

 
 

2 7 .  Langkah yang harus dilakukan oleh operator anggaran sebelum data belanja dapat 

diapprove oleh KPA adalah melakukan Validasi Data Belanja untuk mengetahui secara 

sistem, langkah mana yang terlewati atau belum sesuai. 

2 8 .  Dapat dilakukan melalui klik checkbox pada baris yang akan divalidasi dan klik 

“Proses”. Apabila terdapat kegagalan, maka dapat dilihat penjelasannya pada tombol 

“Lihat Kode Validasi”. KPA baru akan dapat menyetujui usulan apabila sudah 

melewati validasi ini. 
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2 9 .  Satker dapat melihat status validasi dari usulan dengan mengklik pilihan “sudah 

valid”. Status histori usulan yang sudah valid kemudian dapat divalidasi oleh KPA. 

3 0 .  Langkah selanjutnya yaitu approval oleh KPA selaku Approver Anggaran. KPA dapat 

login dan menyetujui usulan RKA-Satker yang telah divalidasi datanya melalui menu 

Monitoring > Monitoring Submit dan Approve Data. KPA mengklik baris yang akan 

diapprove, kemudian mencentang kolom “S” yaitu singkatan dari “Satker” kemudian 

klik tombol “Simpan”. Apabila proses ini berhasil dilakukan, maka Unit dapat melihat 

data usulan satker untuk kemudian diproses lebih lanjut. 
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I .  Monitoring usulan RKAKL dari satker oleh Unit 

1 .  Unit dapat melakukan Monitoring usulan RKAKL dari satker. Operator Unit dapat 

membuat, memeriksa, menghapus serta mengubah data usulan RKA yang telah 

diajukan oleh satker. Langkah pertama Login sebagai operator unit pada tahun 

anggaran berikutnya dan masuk ke menu Monitoring > Monitoring Submit dan 

Approve data. 

 
 

2 .  Langkah selanjutnya ialah Unit memvalidasi data belanja satker. Masuk ke menu RUH 

> Validasi Data Belanja untuk melakukan validasi data belanja dengan mencentang 

checkbox di sebelah kiri dan mengklik tombol proses. 

 
 

3 .  Kemudian login user Approval Unit dan Approval RKAKL.. Masuk ke login user 

Approval Unit dan cari menu Monitoring > Monitoring Submit dan Approve Data. 

Pada bagian bawah form terdapat fungsi pencarian untuk memudahkan. Klik 

checkbox pada kolom “U” untuk melakukan persetujuan unit, kemudian klik tombol 

“Simpan”. Apabila data berhasil disimpan, maka akan muncul notifikasi pada pojok 

kanan atas. 
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4 .  Langkah berikutnya yaitu Membuat ADK RKAKL Unit. Untuk membentuk ADK Unit 

pada aplikasi SAKTI, Login dengan User Unit dan masuk ke menu ADK > RKAKL POK > 

Kirim. Sementara untuk REVISI DIPA, RKAKL, termasuk juga REVISI HALAMAN III DIPA 

dan REVISI TRIWULANAN, pilih JENIS ADK SPAN.  

PENTING : Jenis ADK SAKTI akan muncul ketika membuat REVISI SATKER. Namun 

fungsi ini hanya untuk BACKUP dan TIDAK UNTUK DIKIRIMKAN KE 

KANWIL/PA/DJA(SPAN). 

 
 

5 .  Untuk membuat ADK Unit, klik Parameter Backup “Kem-Unit” lalu isikan Data sesuai 

dengan kebutuhan. Pada Tabel, Centang checkbox pada  baris yang akan dibentuk 

ADK-nya. Kemudian, SAKTI juga menyediakan fitur untuk pengiriman dokumen 

pendukung untuk penyusunan RKAKL/Revisi DIPA. Isikan Nomor Surat, Tanggal Surat, 

Perihal Surat, dan klik Kirim Dokumen. 
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6 .  Setelah Unit selesai melakukan monitoring usulan RKAKL dari satker. Kementerian 

dapat melanjutkan usulan RKAKL dari Unit oleh Kementerian. 

J. Monitoring usulan RKAKL dari Unit oleh Kementerian 

Caranya adalah login Operator Anggaran level Kementerian pada tahun anggaran berikutnya 

dan memeriksa Usulan Revisi yang telah dibuat oleh Unit. 

K. Revisi Anggaran Aplikasi SAKTI 

Untuk Revisi Anggaran pada Aplikasi SAKTI-Web terdiri dari : 

- Revisi Anggaran kewenangan SATKER (Revisi POK); 

- Revisi Anggaran kewenangan KANWIL (Revisi DIPA); 

- Revisi Halaman III DIPA, 

K.1. Revisi Anggaran kewenangan SATKER (Revisi POK) 

Untuk melakukan revisi ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Login Operator Anggaran pada tahun anggaran berjalan. Masuk ke Menu Utility > memilih

status history > Klik tombol “Revisi Satker (POK)” > klik OK
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Sebaiknya, biasakan untuk memeriksa status histori yang baru dibentuk pada form 

Monitoring > Monitoring Submit dan Approve Data. Dapat dilihat (gambar berikut) bahwa 

Status Histori Revisi Satker telah dibentuk pada baris paling atas (C01). 

 

 
 

2. Langkah berikutnya adalah mengedit data belanja yang telah dibentuk dengan cara: 

Masuk ke menu RUH > Belanja, Pilih satker pada tombol pencarian satker. Pada User 

Interface terdapat tombol-tombol untuk melakukan penginputan form Belanja, seperti 

Rekam Belanja, Search, Calculator, Hapus, Ubah, Copy, Paste, Cetak, Simpan, dan Keluar. 
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‘*PENTING: Selalu pastikan untuk melihat status history yang sedang dibuka pada teks di 

sebelah tahun Anggaran. Hanya RKAKL Awal, Usulan DIPA, dan Revisi Satker yang belum 

disetujui KPA yang dapat diedit. DIPA Revisi tidak dapat diedit. 

3. Untuk mengedit data, klik pada baris yang akan diedit dan klik tombol “Ubah”. Setelah

selesai mengubah data yang ingin diubah, klik tombol “Simpan”

4. Langkah selanjutnya setelah form RUH Belanja selesai diinput, adalah melakukan

penyesuaian rencana penarikan dana bulanan (RPD Bulanan). Cari menu RUH > POK, Klik

tombol pencarian satker untuk memilih satker dan menampilkan data POK untuk satker

tersebut.
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5. Klik tombol “Renc. Penarikan yang masih belum sesuai (berwarna merah) untuk 

menyesuaikan rencana penarikan bulanan untuk komponen tersebut. Atau klik icon 

expand (v) pada komponen untuk menyesuaikan rencana penarikan dari level detail. 

 

 
 

6. Setelah itu, pada bagian bawah form terdapat fitur “Tayang sampai dengan level 

Komponen” dan “Tayang Semua” untuk memeriksa lebih detail terkait detail yang belum 

sesuai rencana penarikannya. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian pada form ini, akan 

dapat diidentifikasi pada saat melakukan menu “Validasi Data Belanja” dengan kode 

kesalahan 053. 
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7. Dapat dilihat masih ada data penarikan yang belum disesuaikan (pada menu Validasi Data 

Belanja akan terlihat dengan kode error 053). Bila terdapat permasalahan seperti itu, 

silakan disesuaikan rencana penarikannya sesuai dengan pagu yang ada. 

 
 

8. Setelah mengklik tombol “Renc. Penarikan” maka akan muncul dialog box seperti berikut. 

Pagu yang telah disediakan harus tidak memiliki sisa sehingga POK dapat divalidasi. 
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9. Setelah seluruh data rencana penarikan telah disesuaikan, maka dapat melanjutkan ke

proses selanjutnya.

Langkah yang harus dilakukan oleh operator anggaran sebelum data belanja dapat diapprove oleh 

KPA adalah melakukan Validasi Data Belanja untuk mengetahui secara sistem, langkah mana yang 

terlewat atau belum sesuai.  

10. Klik checkbox pada baris yang akan divalidasi dan klik “Proses”. Apabila terdapat

kegagalan, maka dapat dilihat penjelasannya pada tombol “Lihat Kode Validasi”. KPA baru

akan dapat menyetujui usulan apabila sudah melewati validasi ini.
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Setelah operator anggaran telah menyelesaikan validasi, selanjutnya KPA selaku Approver 

Anggaran dapat login dan menyetujui Revisi Satker yang telah divalidasi datanya. 

11. Masuk menu Monitoring > Monitoring Submit dan Approve Data. Caranya adalah KPA 

mengklik baris yang akan diapprove, kemudian mencentang kolom “S” yang merupakan 

singkatan dari “Satker” dan mengklik tombol “Simpan” 

 
 

12. Selanjutnya KPA masuk ke menu RUH > Belanja dan melakukan Update Pagu di FA dengan 

menekan tombol “Revisi POK” yang terdapat pada sebelah kanan atas di form RUH > 

Belanja. Masukkan tanggal DIPA awal, dan tanggal Revisi Satker, kemudian klik OK untuk 

mengupdate pagu. 
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       ‘* PENTING : Setelah ini pagu satker pada COA akan aktif dan tidak dapat di-undo. 
 

13. Setelah mengupdate pagu di FA, maka Status Histori Revisi Satker pada menu Monitoring 

> Monitoring Submit dan Approve Data akan tercentang di kolom “Validate”. 

 
 

K.2. Revisi DIPA pada aplikasi SAKTI 

Langkah-langkah untuk melakukan Revisi DIPA pada aplikasi SAKTI adalah sebagai berikut : 

1. Login Operator Anggaran pada tahun anggaran berjalan. Pilih Menu Utility > memilih 

status history > Klik tombol “Usulan Rev.Dipa” kemudian klik OK. 
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2. Langkah selanjutnya masuk ke Menu RUH > Belanja untuk mengedit data yang telah 

dibentuk. Pilih satker pada tombol pencarian satker dan pilih baris yang akan diedit. Pada 

User Interface terdapat tombol-tombol untuk melakukan penginputan form Belanja, 

seperti Rekam Belanja, Search, Calculator, Hapus, Ubah, Copy, Paste, Cetak, Simpan, dan 

Keluar. 

 
‘*PENTING : Selalu pastikan untuk melihat status history yang sedang dibuka pada teks di 

sebelah tahun Anggaran. Hanya RKAKL Awal, Usulan DIPA, dan Revisi Satker yang belum 

disetujui KPA yang dapat diedit. DIPA awal, DIPA Revisi dan Revisi Satker yang telah disetujui 

KPA tidak dapat diedit. 
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3. Untuk mulai mengedit, Klik tombol “Ubah” pada baris yang akan diedit dan akan muncul

dialog box seperti gambar dibawah.

Contoh dibawah adalah dialog box untuk edit pada baris Detail. Isikan Data sesuai dengan kebutuhan 
dan klik OK. 

4. Langkah selanjutnya setelah form RUH Belanja selesai diinput, adalah penyesuaian

rencana penarikan dana bulanan (RPD Bulanan) yang dilakukan melalui menu RUH > POK.

Klik tombol pencarian satker untuk memilih satker dan menampilkan data POK untuk

satker tersebut.
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5. Klik tombol “Renc. Penarikan yang masih belum sesuai (berwarna merah) untuk 

menyesuaikan rencana penarikan bulanan untuk komponen tersebut. Atau klik icon 

expand (v) pada komponen untuk menyesuaikan rencana penarikan dari level detail. 

 
6. Setelah itu, pada bagian bawah form terdapat fitur “Tayang sampai dengan level 

Komponen” dan “Tayang Semua” untuk memeriksa lebih detail terkait detail yang belum 

sesuai rencana penarikannya. Apabila masih terdapat ketidak sesuaian pada form ini, akan 

dapat diidentifikasi pada saat melakukan menu “Validasi Data Belanja” dengan kode 

kesalahan 053. 

 
 

7. Pada gambar dibawah dapat dilihat masih ada data penarikan yang belum disesuaikan 

(pada menu Validasi Data Belanja akan terlihat dengan kode error 053). Silakan 

disesuaikan rencana penarikannya sesuai dengan pagu yang ada. 
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8. Setelah mengklik tombol “Renc. Penarikan” maka akan muncul dialog box seperti berikut.

Pagu yang telah disediakan harus tidak bersisa sehingga POK dapat divalidasi.

9. Setelah seluruh data rencana penarikan telah disesuaikan, maka dapat melanjutkan ke

proses selanjutnya.
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10. Langkah berikutnya yang harus dilakukan apabila ada perubahan pada data pendapatan

adalah menyesuaikan data formulir Rencana Penerimaan/Pendapatan bulanan yang dapat

dilakukan pada menu RUH > Rencana Penerimaan/Pendapatan.

11. Setelah itu lakukan validasi data belanja untuk memvalidasi data usulan Revisi yang telah

dibuat. Klik tombol “Belum Valid” untuk mengetahui status histori mana yang belum valid,

lalu centang pada checkbox dan klik tombol “Proses”. Setelah berhasil, maka status histori

akan pindah ke pilihan kriteria “Sudah Valid”. Setelah data valid, maka Approver dapat

menyetujui usulan revisi DIPA.
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12. Untuk menyetujui Usulan Revisi DIPA, Login dengan user Approver dan masuk ke menu

Monitoring > Monitoring Submit dan Approve Data. Klik checkbox pada kolom “S” dan

kemudian klik simpan.

13. Perubahan hingga level output yang dilakukan pada RUH Belanja dapat dilihat pada menu

Laporan/Cetak > Matriks Usulan Revisi. Form 1 Untuk melihat perubahan sampai level

Komponen, Form 2 Untuk melihat perubahan pada level Output saja, Form 3  untuk

melihat perubahan hingga level Detail.

‘*Apabila pada cetakan terdapat DS Sebelum – null, maka harap mengklik dahulu menu 

Monitoring > Digital Stamp, kemudian coba cetak kembali. 

14. Langkah berikutnya yaitu melakukan pengiriman data ke Kanwil/PA. Untuk membuat ADK

dan mengirimkan ke kanwil, maka Operator Anggaran/Approver Anggaran dapat masuk
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ke menu ADK > RKAKL POK > Kirim. Pilih jenis ADK SPAN, klik tombol Jenis Revisi untuk 

memilih jenis revisi, lalu klik tombol parameter backup “Satker”. 

Catatan : User level Satker hanya dapat memilih Tujuan ADK – Kanwil. User level Unit dapat 

memilih tujuan ADK – Kanwil dan PA. Lalu Klik baris yang akan diproses, centang pada 

checkbox di kolom “Pilih” dan mengisi data untuk dokumen pendukung. Klik tombol “Kirim 

Dokumen” untuk mengupload file Dokumen Pendukung, dan kemudian klik “Proses” 

untuk mengirimkan ADK ke Kanwil. 

K.3. Revisi Halaman III Dipa Pada Aplikasi Sakti 

Revisi halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI hampir sama dengan revisi DIPA biasa, namun tidak 

ada perubahan pada RUH Belanja. 

Secara Umum, proses RKAKL dan Revisi memiliki tahapan yang sama, diantaranya : 

- Memilih Status Histori; 

- Edit RUH Belanja; 

- Edit form POK untuk Rencana Penarikan Dana Bulanan; 

- Edit form Estimasi Pendapatan/Penerimaan; 

- Validasi Data Belanja; 

- Approval oleh KPA. 
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Proses Revisi harus urut dan menunggu proses sebelumnya untuk selesai sebelum memulai 

proses revisi yang baru. Apabila proses revisi DIPA belum selesai, namun satker mengajukan revisi 

satker, maka pagu yang akan aktif adalah pagu revisi DIPA. 

Untuk Revisi Satker tidak menghasilkan ADK apapun kecuali untuk backup saja. Pengiriman 

ADK Revisi Satker ke kanwil akan menyebabkan masalah perbedaan status histori pada aplikasi 

SAKTI dan SatuDJA. 

Seluruh Revisi yang akan diajukan ke kanwil harus memilih status revisi USULAN REVISI DIPA, 

bukan REVISI SATKER. Termasuk juga diantaranya Usulan Revisi Halaman III Dipa dan Revisi 

Triwulanan, meskipun tidak ada perubahan pada RUH Belanja. 
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F.A.Q 
(Frequently Asked Question)

1. DS pada matriks usulan revisi semula berisi null?

- lihat menu monitoring Digital Stamp terlebih dahulu kemudian lakukan cetak matriks 

usulan revisi kembali. 

2. Validasi Data belanja tidak valid?

- klik tombol cetak validasi, kemudian sesuaikan. Apabila tidak mengetahui maksud dari

kode validasi yang keluar, klik tombol Lihat Kode Validasi. 

3. Salah satu atau beberapa Output pada RUH Belanja sedang digunakan oleh salah satu

pengguna?

- Periksa user tersebut, apakah sedang login dan mengakses menu RUH Belanja untuk

Output tersebut. 

4. Jumlah volume pada matriks usulan revisi berubah sehingga DS berubah?

- Cek aplikasi KRISNA, apakah aplikasi Output di SAKTI sudah sesuai.

5. Jumlah pagu pada form RUH Belanja tidak sama dengan pagu total?

- Periksa mapping pagu antara operator dengan PPK, apakah operator tersebut di-

mapping dengan PPK khusus sehingga tidak mengakses pagu Satker secara utuh. 

6. ADK revisi tidak terbentuk pada folder direktori?

- Perhatikan saat instalasi SAKTI dan saat membuka aplikasi SAKTI, apakah sudah

menggunakan user yang sama. 

7. Ketika melakukan revisi halaman III DIPA, matriks hal 3 tidak bisa dicetak?

- Cetak laporan matriks usulan revisi untuk format 3 akan muncul apabila ada

perubahan/revisi hingga di level detil/item, sehingga apabila tidak ada perubahan di 

level detil maka laporan format 3 tidak akan tayang/cetak, dan yang hanya dapat 

ditayang/cetak hanya format 1 dan 2 saja. 

8. Muncul notifikasi “Error 0073” Saat Validasi Data Belanja di Aplikasi SAKTI?

- Ketika proses Revisi DIPA, pada menu penganggaran --> RUH --> Belanja, ketika akan

divalidasi, muncul Error kode 0073 yaitu volume dan satuan komponen tidak boleh 

kosong, hal ini disebabkan karena terdapat volume dan satuan dalam komponen yang 

belum terisi. Silahkan cek satu persatu komponen, kemudian isi volume dan Satuannya. 



64 

9. Saat revisi POK muncul pesan notifikasi “Tidak bisa melakukan revisi hingga DIPA revisi

terbit dan dikonversi ke SAKTI”?

- Apabila pernah melakukan revisi DIPA sebelum melakukan revisi POK tersebut, maka

pastikan status dari revisi DIPA yang dilakukan sebelumnya sudah terbit di satuDJA. 

Apabila benar sudah terbit di satuDJA,silahkan masuk ke aplikasi SAKTI Modul 

penganggaran>>Utility>>Konversi Data>> klik tombol kirim ADK RKAKL. 

10. Bagaimana melakukan proses Pembatalan Revisi Anggaran di Aplikasi SAKTI?

- Proses pembatalan usulan revisi dapat dilakukan apabila Satker ingin membatalkan

proses usulan revisi yang sudah dibuat sebelumnya sehingga status histori akan 

kembali ke status histori sebelumnya. Kondisi sebagai prasyarat Satker agar dapat 

melakukan pembatalan yaitu data belum disetujui oleh approver (KPA). Lihat pada 

menu penganggaran -->  monitoring --> monitoring submit dan approve data. Pastikan 

pada tabel revisi POK 1 belum tercentang ceklis pada kolom validate 

11. Ketika melakukan revisi Halaman 3 DIPA pada modul anggaran SAKTI, kenapa ada selisih

pada bulan tertentu, padahal secara pengaturan jenis belanja sudah sesuai dengan antara

realisasi dan rencana?

- Secara aturan, penyesuaian rencana dengan realisasi harus disesuaikan oleh Satker

setiap bulan pada bulan berikutnya yang disesuaikan melalui menu RUH POK pada 

aplikasi SAKTI. Penyesuaian rencana dengan realisasi  secara otomatis  dapat dilakukan 

melalui  menu AFP  hanya dengan syarat yaitu  sebulan setelah bulan berkenaan. 

12. Kesulitan mengajukan revisi POK, dikarenakan terkendala dengan berubah-ubahnya

volume pada output?

- Aplikasi SAKTI terinterkoneksi dengan aplikasi KRISNA yang ada di Bappenas terkait

dengan data referensi mulai dari Program, Kegiatan, sampai dengan Komponen. 

Adapun referensi volume Output juga ditentukan oleh aplikasi KRISNA, dan aplikasi 

SAKTI hanya mengisi besaran nominal pagunya untuk masing-masing Satker pada 

menu RUH Belanja. Oleh karena itu, apabila Saudara mengalami perubahan volume 

yang selalu berubah, silakan Saudara menginformasikan hal tersebut ke Bappenas 

melalui Unit Eselon I Satker. 

13. Kesulitan untuk melakukan revisi DIPA (POK) terkait tunggakan tahun lalu di modul

penganggaran Aplikasi SAKTI?
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- Untuk perubahan/revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan jumlah rupiah 

maupun volume, maka hal tersebut masuk kategori revisi DIPA, bukan revisi 

kewenangan Satker (POK), sehingga secara sistem akan tertolak saat dilakukan 

penyimpanan. Langkah yang seharusnya dilakukan adalah menghapus status histori 

revisi Satker yang sudah direkam kemudian buat status histori baru yaitu Revisi DIPA. 

14. Ketika mengedit RPD di modul sakti untuk semua bulan tetapi untuk bulan Januari tdk bisa

diedit tetap berisi angka 0, bagaimana cara mengaktifkan bulan Januari agar bisa diedit?

- Penyesuaian dapat dilakukan dengan cara mengubah tanggal komputer menjadi bulan

RPD bersangkutan. 

15. Selama kita mengajukan revisi ke eselon 1 yang kemudian akan diteruskan ke DJA, apakah

tetap bisa melakukan revisi POK?

- Untuk proses revisi pada aplikasi SAKTI, harus selesai satu per satu terlebih dahulu,

dalam arti tidak dapat membuat usulan revisi kembali apabila sudah ada usulan revisi 

yang belum selesai. silakan dibatalkan terlebih dahulu proses revisi ke DJA, kemudian 

membuat usulan revisi POK, selanjutnya dapat membuat usulan revisi DIPA ke DJA 

kembali. 

16. Mengapa  Digital Stamp  satker kami berubah? Padahal yg direvisi hanya sebatas  revisi

administrasi , yaitu  revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pd halaman III DIPA  dan

pergeseran pagu dalam satu output yg sama (revisi POK) . Berikut kami lampirkan  Matriks

Perubahan Semula-Menjadi format 1, 2, dan 3?

- terdapat satu langkah yang belum dilakukan yaitu menekan tombol simpan pada menu

RUH Belanja sehingga   digital stamp   belum ter- generate  kembali terhadap 

perubahan-perubahan yang dilakukan.  Silahkan klik tombol simpan lalu periksa 

kembali data SAKTI Satker. 

17. Mengalami masalah ketika operator membuka modul penganggaran tidak dapat

mengakses menu pok dan menu rincian kertas kerja anggaran pada laporan/cetak, ada

informasi keluar bahwa belum dilakukan mapping PPK?

- Silahkan melakukan mapping Operator dengan PPK Satker Saudara melalui modul

Admin dengan sub modul Anggaran 

18. Terkait revisi dipa melalui Aplikasi SAKTI. di menu RUH waktu mau menghapus akun

521119 di output 501 (karena akun tsb tidak boleh ada di 501) hasilnya tidak bisa dengan
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keterangan sudah ada realisasi, padahal realisasi tersebut sudah dibuat SPM koreksi dr 

akun 521119 ke akun 521219 dan sudah disetujui KPPN? 

- Untuk perubahan akun setelah melakukan koreksi SPM, tidak dilakukan dengan 

menghapus akun dan menambahkan akun baru, namun dengan mengubah pada RUH 

Belanja dengan mengklik kanan pada akun bersangkutan dan memilih fungsi ubah 

akun. 

19. Pada saat merestore adk GPP ke SAKTI modul Penganggaran, muncul notIfikasi Berhasil

Upload 0 dari 0 record ( Data Gaji pd GPP tidak muncul di SAKTI )?

- data pegawai sudah ada, silakan cek pada modul Penganggaran, menu Pegawai --  RUH

Data PNS Pusat. Selanjutnya pada menu RUH Belanja dapat langsung dilakukan 

penghitungan Gaji pada komponen 001 Gaji dan Tunjangan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 
NAMA-NAMA PENGADILAN YANG TELAH 

DITENTUKAN UNTUK MELAKSANAKAN P4GN TA. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama-nama Pengadilan yang telah ditentukan untuk melaksanakan P4GN  

TA. 2021 

 

1.  PN. Serang 10. PN. Pidie 19. PN. Depok 

2.  PN. Jambi 11. PN. Lhokseumawe 20. PN. Kupang 

3.  PN. Pontianak 12. PN. Sabang 21. PN. Mataram 

4.  PN. Palangkaraya 13. PN. Bireun 22. PN. Jayapura 

5.  PN. Banjarmasin 14. PN. Langsa 23. PN. Merauke 

6.  PN. Samarinda 15. PN. Sarolangun 24. PN. Sorong 

7.  PN. Palu 16. PN. Tebo 25. PN. Nabire 

8.  PN. Kendari 17. PN. Sungai Penuh 

9.  PN. Gorontalo 18. PN. Muaro Bungo 
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